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ABSTRAK

Penelitian iIFOUNGSI bWALIj] WNAGARI DALAM
PENETAPAN PERATURAN NAGARI BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI (STUDI DI
NAGARI PAMUATAN KECAMATAN KUPITAN KABU PATEN
SIJUNJUNG SUMATERA BARAT) 0 .Wali Nagari bukan hanya sebagai
pejabat PemerintaNagari tanpa fungsi, tugas dan wewenang. Dalam Pasal 13
ayat @) dan (3) Peraturan Bupati Sijunjunjlomor 49 Tahun 2018 tentang
Susunan Organisasai dan Tata Kerja PenariNiagari menjelaskan tugas dan
fungsi WaliNagariyaitu: Wali Nagari bertugas menyelenggaralRemerintahan
Nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
perberdayaan masyarakaDalam menjalankan tugasnya WaNagari juga
memiliki fungsi yaitu menyelenggarakan Pemerintah&gari seperti tata praja
pemerintahanpenetapan peraturan 8lagari pembinaan masalah pertanahan,
pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan
masyarakat, administrasi kependudukan, senatpan dan pengelolaan wilayah.
Penetapan peraturan di Nagari oleh Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan
Nagari yang dibuaberdasarkan keadaan dan perkembangan masyarakat Nagari
saat itu. Peraturan Nagari yang dibuat mencakup seluruh aspek kehidupan
masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalalgabmana fungsi Wali
Nagari dalam penetapaperaturanNagari pada Nagari Pamuatan berdasarkan
Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 4&fun 2018 tentang Susunan Orligasi
dan Tata Kerja Pemerintdagarj danapa faktor penghambat Waliagaridalam
menjalankan fungsnenetapkaperaturandi NagaripadaNagariPamuatan

Metode penelitian skripsi yaitu dengan jenis penelittaukum sosiologis
atau lapangan Adapun lokasi penelitian dilakukadi Nagari Pamuatan,
Kecamatan Kupitan, Kalpaten Sijunjung Sumatera Bad#ngan menggunakan
metode deduktif. Metode analisis data yang digunakan addé&sdkriptif
kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian di tuangkan dalam bentuk uraian
logis dan sistematis, elanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan
penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari
bersifat umum menuju hal yang bersifat khusBengambilan sampel pada
penelitian ini adalahpurposive samplingadalah teknik psgambilan sampel
dengan menentak kriteriai kriteria tertentu

Hasil penelitian ini menunjukan fungdivali Nagari dalam penetapan
peraturan Nagamli Nagari Pamuatabelum telaksana secara baik dan optimal.
Faktor penghambat Wali Nagari dalam menjalankengsi menetapkan peraturan
Nagari di Nagari Pamuataadalahkurangnya koordinasi antara pihak terkait,
adanya perbedaan pandangan dan perubahan kultur masyarakat, rendahnya
kualitas sumber daya aparatur pemerintah Nagari, dana pembangunan terbatas dan
rendahnya partisipasi masyarakat.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nagari adalah nama tradisional dan unit politik sebuah organisasi
sosiali politik Minangkabau sejak zaman pkalonial yang memiliki
pemerintalan sendiri. Sebelum Belanda menginjakkan kaki di Indonesia,
khususnya di vlayah MinangkabauNagari telah berdiri sendiri sebagai
sistem pemerintalma Tidak ada pemerintahan diatddagari Menurut
Wikipedia, Nagari merupakan pembagian wilayah administratesudah
kecamatan di Provinsi Sumatera Barat. IstNatgarimerupakan penyebutan
lain daridesa di Minangkabau. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) Undangi Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang
menyatakan: Penyebutan Desa / Degalat yang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di
Daerah setempat.

Belanda memberikajulukan Nagari sebagaifiRepublik Kecib yang
mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada
masyaakat (self - governing communi}y’ Nagari adalah pemerintahan
tradisional Minangkabau bercorak dekrasi yang tumbuh dari bawah,

berfalsafa Adat Basadi Syarak, Syarak Basandi Kitabullalbersifat

! Chairul Arwar, Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkapélakarta : PT.
Rhineka Cipta, 1997), h.24.

2 Sutoro Eko,Menggantang Asap Kritik dan Refleksi atas Gerakan Kembali ke Nagari
(Yogyakarta : IRE Press, 2005), h.20.



egaliter, moderat yang mempunyai kesamaan geneologimkes teritorial
dan kesamaan religious, serta mempursgf governing communityang
lebih mengarah leatuan masyarakat hukum adatSecaraantropologis,
Nagarimerupakan kesatuan bagi berbagai perangkat tatananisbsidéya’
Pada Pasal 1 ay4b) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018
tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaeRetah Nagari menyatakan
Nagariadalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahanjriggrent
masyarakat setempat berdasarkan ggszk masyarakat, hak asal usul, dan /
atau hak tradisional yandiakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PengakuarNagarisebagai kesatuan masyarakat hukum adat terdapat
pada Pasal 18 aydP) Undand Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945yaitu Negara mengakui dan menghormati kesafudesatuan
masyarakat hukum adat beserta hh#ik tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakaprd@sip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undadgdarg.’ Pasal 18
menjelaskardi dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang dari
250 zelfbesturrende landchapper{daerah i daerah swapraja) dan

volksgetneenschappesepeitdesa di Jawa dan Bahlagaridi Minangkabau,

% Abdul Rozaki dan Sutoro Eko, Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa
(Yogyakarta : IRE Press, 2005), h.45.

“ Afdhal Prima, Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek
Kabupaten Tanah Datarjom FISIP. Vol. 1 No.2, Oktober 2014, h.2.

® Chairul Anwar,Loc.Cit.



dusun dan marga di Palembang dan sebggailaerahi daerahitu
mempunyai susunan asli, dan dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat
istimewa®

Istilah Nagari sama denganDesa tetapi Nagari memiliki
keigimewaan daripaddesa yaitu kesatuan adat yang memiliki wilayah
ulayat tersendiri, memiliki rakyat, anak kemenakan, dan mempunyéiistr
pemerintahan secara aditagari Minangkabaudikenallebih dominan pada
faktor geologis (pertalian darah), berbedamghanDesayanglebih dilihat dari
faktor teritorial (wilayah). Di Minangkabau sangat memperhatikan dan
menjunjung tinggi adat Minangkabau.

Perkembanganotonomi daerahyang dawali dengan lahirnya
UndandUndang Nomor 22 Tahun 199fentang Pemerintahan Daér
merupakan acuan bagipemerintahan di Sumatera Barat untuk
mengembalikan sistem pemerintahan terendah yaitu Pemerinkédganri
Hal ini ditunjang dengan lahirnya PeratuidaerahProvinsi Sumatera Barat
Nomor 9 tahun 2000 tentang Pemeritalidagari yang diubah melalui
Peraturan Daerah Nam 2 Tahun 2007 tentang Pokdtokok Pemerintahan
Nagari PemerintahanNagari sebagai pemerintahan terendah, dan dapat
dikatakan sebagai pemerintahan terdepan di Sumatera Bygadt)
pelaksanaan utama penmah dalam medukung prograiiprogram otonomi
daerah lokal, serta meningkatkan kualitas pemimplagari sebagai

pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat di tingkat lokal.

® https://dokumen.tech/document/konstitusasyarakatlesapiagamjimly -1-konstitust
masyarakatlesapiagam.htm), diakses pada tanggal 23 Septen#20.


https://dokumen.tech/document/konstitusi-masyarakat-desa-piagam-jimly-1-konstitusi-masyarakat-desa-piagam.html
https://dokumen.tech/document/konstitusi-masyarakat-desa-piagam-jimly-1-konstitusi-masyarakat-desa-piagam.html

Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2@&8tang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Permtah NagariPasal 1 aya{6) menyatakan
PemerintahNagari adalah Wali Nagari beserta Perangkadtiagari sebagai
unsur penyelenggara urusan PemerintaNaigari Wali Nagari bukanlah
bawahan Bupati tetapi sebagai pemimpin masyarakat yang memperoleh
mandat dri mayarakat. Dalam menjalankan pemerintahanrdahuluWali
Nagari dibantu oleh beberaparang Wali Jorong, saahi dibantu oleh
SekretarifNagari(SETNAG) dan juga beberapa Pegawai Negeri SPPNS)
dengan jumlah yang tergantung pada kebutuR@menntahan Nagari
KebutuhanPemerintahamMagaridi sesuaikan berdasarkan Pasal 4 Peraturan
Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 20féhtang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Naganaitu disesuaikan dengan tingkat perkembangan
Nagariyang terdiri darNagariSwasembada, Swakarya, dan Swadaya.

Wali Nagari sebagai penyelenggara urus®emerintahanNagari
dipilih oleh masyarakat yang ada Magaritersebut. Pada Pasal 1 ayhf)
Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2@h¥ang
Pemilihan, Pegangkatan dan Pemberhentian Wali &tagnenyatakan:
PemilihanWali Nagariadalah pelaksean kedaulatan rakyat tiagaridalam
rangka memilikiwali Nagariyang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, danadil. Pemilihan tersebut akanlakukan seara serentak di seluruh
Nagaridi daerah tersebut, dengan pelaksanaan satu pemilihan atau juga dapat

dilaksanakan secara bergelombang di bebd¥agari



Pelaksanaan pemilihatwWali Nagari dilaksanakan oleh Panitia
PemilihanWali Nagariyang dibentuk olelBadan Permusyawaratdagari
atau Badan Musyawaratigariditetapkan dengakeputusarBupati. Dalam
pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentiaiN¥ggalri perlu
mengakomodir kearifan dan budaya lokal yang berkembang di daerah
kabupatentersebtt Di samping itu, dalam mengakomodir kearifan dan
budaya lokal dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, dan
pemberhentiartWali Nagari dapat melibatkan partisipasi masyarakat karena
masyarakat merupakan salah satu aktor penting dalam sistem demokrasi.

Wali Nagari bukan hanya sebagai pejal¢merintahNagari tanpa
fungsi, tugas dan wewenang. Dalam Pasal 13 4gatdan (3) Peraturan
Bupati SijunjungNomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasai dan
Tata Kerja PemerintatNagari menjelaskan tugas dan fysi Wali Nagari
yaitu : Wali Nagari bertugas menyelenggarakan pemerintaliNagari
melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan perberdayaan
masyarakatDalam menjalankan tugasnydali Nagarijuga memiliki fungsi
yaitu menyelenggarakanPemerinhhan Nagari seperti tata praja
pemerintahan, penetapan peraturan diNagarj pembinaan makseh
pertanahan, pembinaaketertraman dan ketertiban, melakukan upaya
perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan
pengelolaan wilayah.

Keberlakuan suatu aturan yang diakui ohefisyarakat merupakan hal

paling esensial dalam penerapan dan penegakakum. Hal tersebut



bertujuan untuk menghindari adanya kekosongan hukbinsocaeti ibi ius
dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Ungkapag gangat terkenal

dari Cicero tersebut merupakan ungkapan yang menjadi dasar bahwa tidak
pernah terjadi suatu kekosongan hukum, selama masih ada dua orang atau
lebih dalam suatu wilayah. Akan tetapi, hukum yang diidealkan adalah
hukum yang membawa manfa&eadilan dan kepastian hukum bagi semua
orang, bukan hanya seseorang atau beberapa orang.

Secara umum hukum dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan
peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi yang bertujuan untuk
mengadakan ketertiban dalam pergaumanusia sehgga keamanan dapat
terpelihaa.® Arti penting sebuah hukum adalah hubungannya dengan
peraturari peraturan hukum lain secara sistematisikum yang dibuat pada
dasarnya berhubungan dengan manusia dalam masyatakahasyarakat
yang berad di suatu wilayatidak akanterlepas dari peraturan yang ada di
wilayah tersebutKaedah hukum mengatur hubungan antar individu, baik
secara langsung maupun tidak langsung. Kaidah hukum bertujuan untuk
kedamaian hidup bersama, ketentraman dan ketetiitlap bersama’

Manusia(natuurlijke persoonylapat dikatakan sebagaibjek hukum
begitu juga dengan badan hukurrechtsperson) fiManusia dalam

pengertian biologs merupakan gejala dalam alam dgajala biologika, yaitu

" Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekdteoyndang undangan dan Yurisprudensi
(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), h.50.

8 Lysa Angrayni, Pengantar limu Hukum(Yogyakarta : Kalimedia, 2017), h.41.

° Roy Marthen Moontillmu PerundangUndangan (Makassar : Keretakupa,2017), h.11.

1 Rosjidi RanggawidjajaPengantar limu Perundarii Undangan IndonesjgBandung :
Mandar Maju, 1998), h. 23.



makhluk hidup yang mempunyai pandéndera dan mempunyai budaya.
Sedangkan Aor ango dal am pengertian y u
bermasyarakat. Sehingga dalam hukum yang menjadi pusat perhatian adalah
orang ataupersa.** Hubungan antara subjek hukum dan &bjeukum
melahirkan hak yandalu melahirkan kewenangadan kewajiban yang
melahirkan tanggungjawat? Dengan adanya hak dan kewajiban atau
wewenang dan tanggungjawab tersebut, maka suatu subjek hukum dapat
melakukan perbuatarukum

Menurut Abdoel Djamali dalam bukunya yang berjudRéngantar
Hukum Indonesiahukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau
tataan teratur dari aturdnaturan hidup, keseluruhannya terdiari bagiani
bagian yang berkaitan satu sama [diSedangkan enurut Prof. Padmo
Wahyono, hukum sebagai suasistem yang utuh memerlukan suatu dasar
konsepsional dan beliau mengarah kepada sistem sikels h(dicular
structure) artinya hukum itu diuat, diterapkan dan ditegakkan serta
dikembangkart?

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut betapa penting dan
terkaitnya suatu peraturan dengan individu didalam masyarakat suatu

wilayah, karena peraturan adalah salah satu kebutuhan individu untuk dapat

1 Achmad IchsanHukum Perdata(Jakarta : Pembimbing Masa, 196968.

2 Noer Fauzi Rachmandkk, Pokoki Pokok Pikiran untuk Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Desa AdéY,ogyakarta : Amongkarta, 2019), h.41.

13 R. Abdoel Djamali,Pengantar Hukum IndonesigJakarta : Raja Grafindo Persada,
2005), h.68.

4 Ahmad Ubbe Kedudukan Dan Fungsi Penelitian Huk Dalam Proses Penyusunan
Peraturan Perundang Undangan (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman RI, 1999), h.8.



menanggulangi permakhan dalam suatu lingkupsosial. Manusia
membutuhkan suatu peraturan untuk mencapai ketarat’ Begitu juga
didalamwilayah NagariPamuatan dan Nagari yang laiiclak &an luput dari
peraturandi Nagari yang di tetapkan oleh WalNagari Wali Nagari
menetapkan peraturan Nagari tentu saja sesuai fungsinya sebagai pemimpin,
fungsi Wali Nagaridijelaskan dalanPeraturarBupati Sijunjung Nomor 49
Tahwn 2018tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemehlatgri

Salah satu fungsi WaNagariadalah nenetajgan peraturardi Nagari
Peraturan dNagariterdapat tiga jenis yaitperaturarNagari peraturariali
Nagari danperaturan bersam&ali Nagari Peraturami Nagariini tentu saja
dibuat dan ditetapkan oleh Wallagari bersama Badan Permusyawaratan
Nagari atau Badan MusyawaraNagari yang melibatkan unsur lembaga
lembaga lain seperti Kerafan AdatNagari (KAN), alim ulama, cadiak
pandai,niniak mamak, pemuda pemudi, dan masyaraHat.ini diatur dalam
Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barair Rofahun
2007 tentang Pokdlkokok PemerintahaiNagari menyatakan Peratura
Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari dengan persetujuanBadan
PermusyawarataNagari

Wali Nagari juga mempunyai kewenangan membentuk sebuah
peraturanWali Nagari peraturanWali Nagari ini berkedudukan sebagai

aturan pelaksana dari Peraturdagari yang telah disetujui Badan

5 lvan Masdudin,Peraturan dan Keteraturgn(Banten : Talenta Pustaka Indonesia,
2009), h.3.



PermusyawaratanrNagari sebagai aturan pelaksana berarti kedudukan
PemturanNagarilebih tinggi daripada kedudukaReraturatwWali Nagari

Badan Permusyawaratéhagari adalahlembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggofa merupakan wakil dari penduduk
Nagari berdasarkan keterwakilan jorong dan ditetapkan secara dem@krasi
KedudukarBadan Permusyawaratdlagariadalah sebagai pendamping Wali
Nagaridalam menyerap aspirasi rakyat, tetapi dalam pelaksanaan penerapan
tugas dan wewenangnya masih terjadi tumpang tindih kepentingan, pada
dasarnya WaliNagari besertaBadan PermusyawarataNagari sebagai
pejabat pemerintahan dlagari harus dapat menjalankan tugasnya dengan
baik untuk membina dan memakmurkan masyarakat yangldalibawah
kepemimpinannya’

FungsiBadan Permusyawaratafiagari merupakan fungsi legislatif,
samadengan legislatif daeralDisamping ituBPN atau BAMUSmemiliki
tugas fungsional berupa membahas daerancangPeraturandi Nagari
bersama dengan WaliNagar. Dalam perumusan tersebutBadan
PermusyawaratarNagari melibatkan elemenmasyarakat agar nantinya
PeraturanNagari tersebut tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat,
dan tidak bertentangatenganunsui unsur demokrasiRancangan Peraturan
Nagari tersebut harus memuat penjabaran pelaksanaan penyelenggaraan

Nagariyang lebih bersifat pengaturan.

% Sjahmunir A.M, Pemerinahan Nagari dan Tanah Ulayat(Padang : Andalas
University Press, 2006), h.23.

' Surya Prahara,Kewenangan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Dalam
Penyelenggaraan Nagari Di Kabupaten Agalurnal PelangiVol. 6 No. 1, Desember 2013,92.
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Nagari Pamuatan merupakan salah sdilagari yang ada di
Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjurdy pimpin oleh Wali Nagari
Memiliki wilayah seluas3.338 ta atau 33,38 krfy terdapatdua jorong yaitu
Jorong Pamuatan BardanJorong Pamuatan Timusetiap jorong di pimpin
oleh Kepala JorongMenurut Peraturan Bupa8ijunjung Nomor 49 Tahun
2018 Pasal 13 ayat 3 huruf (a), WalNagari memiliki fungsi
menyelenggatkan pemerintaharNagari khususnya menetapkan peraturan
Nagari PeraturarNagari akan ditetapkan setelah dirancang dan susun oleh
Wali Nagari bersamaBadan Permusyawarataddagari dengan melibatkan
Kerapatan AdatNagari (KAN), PKK, alim ulama, cadiak pandahinik
mamak, bundo kanag, pemuda pemudi, dan masyarakat.

Peraturan diNagari sangat penting adanya dengan tujuan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan,
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, darkgtanimzya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. PeraturaNagari yang dibuat hendaknya
mempertimbangkan keutuhan dan kemampuanasyarakat untuk
melaksankannya. Oleh karena itypembentukan peraturaNagari harus
memperhatikan aspirasi masyarakat.

PeraturarNagariyang dibuat berdasarkan keadaan dan perkembangan
masyarakaiNagarisaat itu PeraturarNagariyang dibuat mencakup selh

aspek kehidupan masyarakat. Namun, masih ada aspek yang tidak diatur oleh
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peraturanNagarisedangkan hal tersebut merupakan wewenang Méajari
untuk menetapkan peraturannydiantaranyaterdapat masyarakat yang
membuang sampah ke sungai sedangkagauersebut sudah menjadi lubuk
larangan yang tentunya sandgaga.Selain itu terdapat kebiasaan buruk atau
penyakit masyarakaepertiperkelahian antar pelajar, perjudian, dan kegiatan
pesta pernikahan yang dilakukan sampai larut malam sehinggayameyoyl
jam istirahat warga lainnyaHal tersebuttelah menjadi kebiasaan yang
sebaiknyaliatur oleh peraturan Nagari.

Dari uraian dan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti
sejauh mana fungsi Wdllagaridalam penetapaperaturariNagaridi Nagari
Pamuatan, serta penulis ingin mengetahui faktor penghambatN&géiri
dalam penetapaperaturardi Nagari Dengan ini penulis menuangkan dalam
suatu penelitian dengajudul : FUNGSI WALI NAGARI DALAM
PENETAPAN PERATURAN NAGARI BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH NAGARI ( STUDI DI NAGARI PAMUATAN
KECAMATAN KUPITAN KABUPATEN SIJUNJUNG SUMATERA

BARAT ).
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B. Batasan Masalah

Agar pembahasanefptian ini lebih fokus, tersusun sistenmtdan
terarah maka penulis membatasi mdimgkup terhadapfungsi Wali Nagari
dalam penetapaperaturardi NagariberdasarkaPeraturan Bupati Sijunjung
Nomor 49 Tahun 2018tentang Susunan Organisasdan Tata Kerja
PemerintatNagari(Studidi NagariPamwatan Kecamatan Kupitan Kabupaten
Sijunjung Sumatera Barasgertafaktor penghambat bagi WaNagari dalam
menjalankanfungsinya menetapkaperaturandi Nagari pada tahun 2018

sampai dengan tah@92Q

C. Rumusan Masalah
Berdasarakan pendap@enulis dan lata belakang di atas, maka
penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsWali Nagari dalam penetapaperaturanNagari pada
Nagari Pamuatan berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49
Tahun 2018 tentang Susunan Orgsasi dan Tata &rja Pemerintah
Nagari?

2. Apa faktor penghambat WaliNagari dalam menjalankanfungsi

menetapkamperaturardi NagaripadaNagariPamuatar?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahuiungsi Wali Nagaridalam penetapaperaturan di
NagaripadaNagariPamuatan berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung
Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organsisasi dan Tata Kerja
PemerintahaiNagari
b. Untuk mengetahuiaktor penghambat WalNagaridalam menjalankan

fungsimenetapkamperaturardi Nagari

2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
1) Dapat mengetahdungsi Wali Nagaridalam penetapaperaturan
di Nagari pada Nagari Pamuatan berdasarkan Peraturan Bupati
Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organsisasi dan
Tata Kerja Pemerintahdwagari
2) Dapat mengetahui faktor penghambat Wali Nagari dalam
menjalankariungsimenetgkanperaurandi Nagari
b. Manfaat Praktis
Dapat memberikadata dan informasi bagi pihighihak terkait
terhadapfungsi Wali Nagari dalam penetapaperaturandi Nagari
pada Nagari Pamwatan berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung
Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi danKEaja

PemerintahanNagari Serta mengukur kemampuan penulis dalam
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membahas dan menggali data yang berhubungalagkriPamuatan
Kecamatan KupitaKabupaterSijunjungSumatera Barat.
c. Manfaat Akademis

1) Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1)
pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau.

2) Mengembangkan dan mendalami pengetahuan penulis dalam
bidang IImuHukum pada konsentradukum TataNegara.

3) Untuk pedoma atau bahan informasi bagi pé&tidain yang ingin

mengkaji secara mendalam mengenai peran Mé&dari

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat di gunakan untuk menjelaskan, menguraikan
dan memrediksi suatu fenomena, sehingga bisa menghasilkan pengetahuan
baru!® Sedangkan menurut H.B Sutopo metode penelitian merupakan cara
ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk
itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metsebagai berikut :
1. Jenisdan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis
atau lapangan, dengan melakulsamve secara langsung ke lapangan untuk
mengumpulkan data primer dan data sekunder. Penelitian yang dilakukan

dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini

18 Kris H. Timotius Pengantar Metode PenelitiafYogyakarta : Andi, 2017), h.5.
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berlaku dalam masyaraka® Penelitian hukum sadlbgis (sociological
jurisprudence)berbasis pada ilmu hukum nornfiafperaturan perutargi
undangan). Namun tidak mengkaji sistearma dalam peraturan perundéng
undangan, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi
ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyardlaw in action)?°
Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara
tepat sifatsuatu individu, keadaan gejala dengan gejalanya dalam

masyarakat?

2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitidapangan yang dilaksanakan di

NagariPamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat.

3. Subjek dan Objek Penelitan
a. Subjek penelitian ini adalah yang dijadikan sumber informasi yang
dibutuhkan dalam pengumpulan data peneliiamdapun yang
menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Wslgari Pamuatan,

Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat.

¥ Soerjono Soekant®engantarPenelitianHukum (Jakarta : Ul Press, 168 h.51.

2 Hajar M, Model- Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Figtekanbaru :
Suska Press, 2015), h112.

Z Amiruddin dan Zainal AsikinPengantar Metode Penelitiaf)akarta : Rajawali Pers,
2010), h.25.

Zpj ambdan Satori dvetdoloyiaRenelian rKaalitataBandung :
Alfabeta, 2014), h.46.
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b. Objek penelitian adalah masalah atau tema yang akan dft&liti.
Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah $ungyali
Nagari dalam penetapaperaturandi Nagaridan faktor penghamba

Wali Nagaridalam menetapkgperaturardi NagariPamuatan.

4. Populas dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dan himpunan objek dengan ciri yang
sama>* Dapat diartikan juga sebagai keseluruhan jumlah yateydiri atas
obyek atau subyek yangempunyai karateristik dan kualitas tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuktdliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Sedangkan sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki
oleh populasi yang digunakan untuk penelifiafieknik pengambilan sampel
dalam penelitian ini adalaBurposive SamplingPurposive samplingdalah
teknik pengambilan sampel dengan menestukriterial kriteria tertentu

Adapun populastdan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :

% Hartono,Metode Penelitian(Pekanbaru : Anafah Pugting, 2011), h.46.

% Bambang Snggono,Metode Penelitian HukungJakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 118.

V. Wiratna SujarweniMetodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami
(Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), h.65.



Tabel 1. Jumlah Populasi dan Sampel
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N JUMLAH | JUMLAH | PERSE
RESPONDEN

0] POPULASI | SAMPEL | NTASE

1 | Wali Nagari 1 1 100%

2 | SekretaridNagari 1 1 100%

3 | Kepala Urusan 3 1 33%

4 | Kepala Seksi 3 1 33%

5 | Badan Permusyawaratarafyari 9 5 55%

6 | Masyarakat 1.549 30 2%
Jumlah 1.566 39 2%

5. Sumber Data

Dalam penelitianini jenis dan sumber data yang digunakan adalah

sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber

pettama, yaitu perilaku masyarakatelalui penelitia.?® Pengumpulan

data primer dengan melakukan wawancara atau interviegsuag

kepada responden, serta observasi data yang diperoleh langsung dari

lapangan atau tempat lokasi penelitian.

% 3perjono Soekant Op.Cit.,h.12.
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b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang mencakup dokuntekumen
resmi, bukui buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan
seerusny&’ Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahah bahan hukum yang
mengikat?® bahani bahan hukum yang berasal dari peraturan
perundangi undangan yang terkailengan objek penelitian yang
dibahas.Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalaham,
antara lain :
a) Undangi Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b) Undangi Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah.
C) Undang i Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
PeratwanPerundangatyndangan
d) Undangi UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundangdangan
e) Undangi Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
f) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
g) PeraturanDaerah Provinsi Sumatera Baratar 2 Tahun 2007

tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari

#bid.
% Soerjono Seoekanto dan Sri Mamudgienelitian Hukum Normatif(Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 2014), h.13.
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h) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018
tentang Nagari.
i) Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2017
Tentang Pemilina, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari.
j) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan tentang
bahan hukum primér.Bahan hukum sekunder yang terutama adalah
buku tekskarena buku teks berisi mengenai prinkiprinsip dasar
ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang
mempunyai kualifikasi tinggi.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terh@ddoahan hukum primer dan
sekunder®® Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan
mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang
berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia,

majalah, indeks kumulatif, surat kabar dabagginya’*

2 |bid.
% Ibid.
31 Zainuddin Ali, Metode Penelitian HukunfJakarta : Sinar Grafika, 2015), h.24.
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6. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan
untuk mendapatkandata i data yang valid dalam penelitian. Peneliti
menggunakan metodemetode sebagai berikut :
a. Observasi
Pengumpulan data yang menghéieus peneliti turun ke lapangan
mengamati hali hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku
kegiatan, benda benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan peras¥an.
Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau objek
penelitian.
b. Wawancara
Peneliti nelakukan tanya jawab dengan narasumber atau
responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali
informasi yang berhubungan rigan pokok permasalahan yandediii
untuk melengkapi data yang diperlukaf. Hasil wawancara bukan
termasuk paddahan hukum, akan tetapi dapat dimasukkan ke dalam
bahan non hukum atau tersier dan jika dilakukan dengan membuat daftar
pertanyaan yang diberikan kepada yang di wawancarai kemudian
memberikan pendapat secara tertulis. Hasil pendapat secara tertulis

tersdut dapamenjadi bahan hukum sekundér.

32 MuhammadDjunaidi Ghony dan Fauzan Almanshukletode Penelitian Kualitatif
(Yogyakarta : ArRu Media, 2012), h. 165.

¥ Suratman dan Philip#jetode Penelitian HukupgBandung : Alfabeta, 2014), h. 127.

34 peter Mahmud MarzukRenelitian Hukum(Jakarta : Pranamedia Group08), h.206.
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c. Angket
Angket atau bisa disebut juga &winer adalah instrumen
penelitian yangterdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis. Tujuannya
untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih melalui

wawancaa pribadi atau melalui perantata.

7. Analisis Data

Datayangdiperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen,
pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif
kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian di tuangkan dakmuk
uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh
kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara
deduktif, yaitu dari bersifat umum menuju hal yang bersifat khtfdDalam

penarikan kesimpulan, penufi'engguakan metode deduktif

% Salim dan Erlies Septiana Niami, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis
Dan Disertasj (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), h.27.
% Suratman dan Philips.oc.Cit.



BAB I

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sijunjung
1. Sejarah Kabupaten Sijunjung

Kabupaten Sijunjung (sebelumnya disebut Kabupaten Sawahlunto
Sijunjung) adalah salah sdtabupaterdi ProvinsiSumatra Baratindonesia
Ibu kota kabupaten ini adalatMuaro Sijunjung Sebelum tahur2004
kabupaten Sijunjung merupakan kabupaten terluas ketiga di Sanirat
dengan nama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Namun sejak dimekarkan
(yang menghasilkanKabupaten Dharmasraya kabupaten ini menjadi
kabupaten tersempit kedua di Sumatra Barat.

Kabupaten ini berbatasan langsung dendéabupaten Kuantan
Singingi, Riau di sebelah timur, Kabupaten Tanah Datadan Kota
Sawahlunto di sebelah barat serta Kabupaten Solokdan Kabupaten
Dharmasrayali sebelabselatan Saat ini, kabupaten Sijunjung memiliki luas
3.130,80km2 yang terdiri dari &ecamatardengan jumlah penduduk lebih
dari 202.000 jiwaKabupaten Sijunjung terdidari delapan kecamatan, yaitu
IV Nagari Kamang Baru,Koto VII, Kupitan, Lubuk Tarok, Sijunjung,

Sumpur Kudus dan Tanjung Gadang.
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https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan

23

2. Kondisi GeografisKabupaten Sijunjung

Secaratopograf, KabupatenSijunjung merupakan rangkaidBukit
Barisanyang memanjang dari ardélarat lauke tenggarasehingga kabupaten
ini memiliki ketinggian yang sangatebvariasi, yaitu antara 120m sampai
930m di atas permukaan laut.uas daerah Kaupaten Sijunjung yaitu
3.130,8km?, dan letak stronomis daerah yait’@ 8 6 413004 1L6S 460 L S
dan10£306 512100 B7T6 400 BT.

Gambar II. 1 Peta Kabupaten Sijunjung
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Sumber : Kabupaten Sijunjung Dalam Angka 2019
Kecamatardi kabupaten ini umumnya memiliki tografi yang curam

dengan kemiringan antara %5 40%, yaitukecamatan Tanjung Gadang


https://id.wikipedia.org/wiki/Topografi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bukit_Barisan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bukit_Barisan
https://id.wikipedia.org/wiki/Barat_laut
https://id.wikipedia.org/wiki/Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Gadang,_Sijunjung
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kecamatan Sijunjungkecamatan Sumpur Kuduslan kecamatan Lubuk
Tarok Seperti daerah lainnya @umatra Baratkabupaten ini mempunyai
iklim tropis denganperkiraa suhu minimun 21°C dan maksimum 3Z.
Sedangkan tingkat curah hujafabupaten Sijunjung mencapai ratata
13,61mm per hari.

Kabupaten Sijunjung terletak diilam wilayah Provinsi Sumatera

Barat yang berbatasan dendmaiberapa kabupaten/kota, yaitu

Sebelah utara : Kabupaten Tanah Datar

Sebelah selatan : Kabupaten Dharmasraya

Sebelah barat : Kabupaten Solokah Kota Sawahlunto
Sebelah timur : Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau

Berdasarkan elevasi (ketinggian dpermukaan laut), sebagian besar
dataran kabupaten Sijunjung bergdaa ketinggian 500 sampai 1.00@ter,
yaitu sebesar 80 perseBisanyaberada pada ketinggian lebdari 1.000
meter di atas permukadaut.

Selama tahun 2018, jumlah hari hujembanyak terjadi pada bulan
Oktober, yaitu sebanyak 22 hari. Hal ini sejaldengan curah hujan yang
tercatatpada bulan Oktober merupakgang tetinggi sebanyak 308,25 mm3
Sebaliknya curah hujan terend8hmentara pada bulan Agustus hujsmya

turun tercatat pada 5 hafi.

3" https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sijunjungliakses senin 1 maret 2021.
% Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjukgbupaten Sijunjung Dalam Angka 2019
(Sijunjung: BPS Kabupaten Sijunjung, 2019),-B.7


https://id.wikipedia.org/wiki/Sijunjung,_Sijunjung
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumpur_Kudus,_Sijunjung
https://id.wikipedia.org/wiki/Lubuk_Tarok,_Sijunjung
https://id.wikipedia.org/wiki/Lubuk_Tarok,_Sijunjung
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Iklim
https://id.wikipedia.org/wiki/Tropis
https://id.wikipedia.org/wiki/Suhu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sijunjung

25

3. Kondisi Demografi Kabupaten Sijunjung

Pendudi4 Kabupaten Sijunjung tahun 20h&sil proyeksi penduduk
sebanyak?33.810jiwa orang dengan jumlapenduduk terbanyak terdapat di
Kecamatan Kamang Baru sebanya®.438 orang dan jumlah penduduk
paling sedikit terdapat di Kecamat&mupitan sebanyak 14.161 orariggju
pertumbuhan penduduk pé&rhun tahun 2018 terhadap 2046ébesar 1,81
persen, sedangkalaju pertumbuhan penduduk 20@€rhadap tahun 2010
sebesar 1,%.

Menurut jenis kelamin, jumlalpenduduk lakiaki dan perempuan
tidak berbéa signifikan. Hal ini terlihatdari rasio jenis kelamin sebesar
100,47 .Secaraatarata, kepdatan pendudulli Kabupaten Sijunjung adalah
sebesar75, artiya secara rateata setiap satlkkm2 wilayah Kabupaten
Sijunjung ditempati sekitar 75 pendudulKecamatan Koto VII menjadi
wilayah tempadat dengan kepadatan pendud2@&8 penduduk per km2.
Sebalilnya Kecamatan Sumpur Kudus menjagilayah dengan kepadatan
terendahyaitu sebesar 45 penduduk per km2.

Berdasarkan hasil Survei Angkat&erja Nasional (Sakernas) tahun
2018, jumlah penduduk berum@b tahun ke atas di Kabupat&ijunjung
sebanyak 160.Zl orang. Dirinci menurut kegiatan seminggyang lalu
terdapat sebanyak 109.56Pang yang termasuk angkatan kegagdangkan
sisanya termasuk bukamgkatan kerja.

Jumlah pencari kerja terdaftar Hiabupaten Sijunjung pada Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigiatahun2018 sebanyak 1.706 orang, yang
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terdiri dari 675 lakilaki dan 1.031perempuan. Dilihat menurut tingkat
pendidikan para pencari kerja, terlitthwaproporsi terbesar pencari kerja
yangmendaftar adalah berpendidik8MA, yaitu sebesar 49,53 pers*

Tabel II. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung per Kecamatan

Jenis Kelamin Rasio Jenis

No Kecamatan
Laki i Laki | Perempuan Kelamin
1 [KAMANG BARU 25.710 24.728 103,97
2 [TANJUNG GADANG 12.471 12.771 97,65
3 [SIJUNJUNG 23.300 23.285 100,06
4 |LUBUK TAROK 1.577 7.761 97,85
5 [IV NAGARI 8.653 8.666 99,85
6 |KUPITAN 6.901 7.260 95,06
7 [koTO VI 19.377 19.188 100,98
8 [SUMPUR KUDUS 13.189 12.973 101,66
JUMLAH 117.178 116.632 100,47

Sumber : Kabupaten Sijunjung dalam Angkd.9

B. Gambaran Umum Nagari Pamuatan
1. SejarahNagari Pamuatan
Nagari Pamuatan yang sebelumnya bernama Ranah Tanjung Bungo
menurut tambo (catatan sejarah) nenek moyang masy&tagatiPamuatan.
Tambo Minangkabau adalah karya sastra sejarah yang meregamkikah
legendalegenda yangoerkaitan dengan asal usul suku bangsa, negeri dan

tradisi dan alam Minangkabau. Tambo Minangkabau ditulis dalam bahasa

%9 Badan Pusat Statistik Kabupaten SijumjuKabupaten Sijunjung Dalam Angka 2019
(Sijunjung: BPS Kabupaten Sijunjung, 20199%100.
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Melayu yang berbentuk prosa. Tambo berasal dari bahasa Sangsekerta,
tambayartinya bermula.

Terdapat tiggalur masuk keNagari Pamuatan yaitu arah barat laut
berhenti di Teetak Bancah, arah utara berhenti di Gunung Sitimbago dan
arah timur berhenti di Tanjung Ampalilagari Pamuatan memang sudah
terbentuk dari sebelum penjajahan Belanda dan merupakan dagrdh
pelarian masyarakat daNagari Padang Sibusuk (saat itu bernama Padang
Buluh Kasok). Setelah terjadinya pemekar&fagari dan pemekaran
Kabupaten Sawahlunto Sijunjung menjadi Sijunjung. Begitu juga dengan
namaNagariRanah Tanjung Bungo dirubah matijilagariPamuatart®

Dalam tradisi masyarakat Minangkabau, tambo merupakan suatu
warisan turutemurun yang disampaikan secara lisan. Kata tambo atau

tarambo dapat juga bermaksud sejarah, hikayat atau riffayat.

2. Kondisi Geografis Nagari Pamuatan

Nagari Panuatanmemiliki wilayah seluas 338 ha atau 33,38 kfn
dan terdiri dari dua jorong yaitu Jorong Pamuatan Barat dan Jorong Pamuatan
Timur. TopografisNagariPamuatan berbukit bukit déergelombang dengan
ketinggian 124i 580 ndpl, beriklim tropis suhu ratr at a 7 2 8 edéh

memiliki kawasan hutanNagari Pamuatan terletak di dalam wilayah

%9 Zubir M (Wali Nagari Pamuatanyyawancaratanggal 23 Desember 2020.
“ https://id.wikipedia.org/wiki/Tambo_Minangkabau, diakses pada tanggal 18 Februari
2021.
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Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat yang

berbatasan dengan :

Sebelah utara : KecamatarKoto VII
Sebelah selatan : NagariPadang Sibusuk
Sebéah barat : Kota Sawahlunto
Sebelah timur : KecamatarlV Nagari

Gambar Il. 2 Peta Kecamatan Kupitan
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Sumber : Kecamatan Kupitan Dalam Angka 2019

Berdasarkan gambar peta diatas yaitu Peta Kecamatan Kupitan,
terlihat bahwa Nagari Pamuatan bersebelahan denglliagari Padang
Sibusuk. Nagari Pamuatan dilintasi oleh belaga aliran sungai yang
dijadiken sumber kelangsungan hidup masyarakaifu terdapat sungai

ombilin, sungai piruka dan sungai bantang.lasi
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Lalu lintas perhuburan diwilayah Nagari Pamuatan ini adalah
melalui jalur darat dengan sebagian besar aspal dan semenisasi dan sebagian
kecil jalan tanah. Jalan ini menghubungkan ke beberapa templtgdit
Nagari lain Kecamatan Kupitan bahkan yang menghubungkan antara
kecanatan Koto VII danNagari Padang Sibusuk. Kantor Wallagari
Pamuatan selaku pusat administidaigari terletak lebih kurang 4 km dari
kantor Camat Kupitan, 18 km dari Ibu Kota Kab. Sijunjung dan 100 km dari

Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat.

3. Kondisi Demogafi Nagari Pamuatan
Jumlah penduduklagariPamuatan tercatat sebanyak 1.549 jing@g
jiwa laki-laki, 757 jiwa perempuan, dan 511 kk.

Tabel Il. 2 Jumlah Penduduk berdasarkan Jorong

NO JORONG JUMLAH JIWA PERSENTASE

1. Pamuata Barat 713 46 %

2. Pamuatan Timur 836 54 %
Jumlah 1.549 100 %

Sumber Data Nagari Pamuatan

Dari data diatas dapat dilihat jumlah peddk Nagari Pamuata di
Jorong Pamuatan Timuerlihat lebih besar dari pada jumlah penduduk
Jorong Pamuatan TimuBDari tabel 1. 1. diatas terlihappenduduk Jorong
Pamuatan Baraterjumlah713jiwa dengan persentagé%, dan penduduk

Jorong Pamuatan Timberjumlah836jiwa dengan persentaSd%.
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Saram dan prasaranaberupa jalanyang dimiliki oleh Nagari
Pamuatan kaor Wali Nagari jalan Nagari jalan kabupaten, jalan provinsi
dan jalan negara.

Tabel Il. 3 Sarana dan Prasarana Jalan dNagari Pamuatan

NO SARANA DAN PRASARANA JUMLAH
1 JalanNagari 5Km
2 Jalan Kabupaten 8 Km
3 Jalan Povinsi 5 Km
4 Jalan Negara 0 Km

Sumber: DatdNagari Pamuatan

Keadaan ekonomi dlagariPamuatan hampir 90% penduduk bermata
pencaharian sebagai petani, dengan sumber pendapatan terbesar dari sektor
perkebunan yaitu dari tanaman karet. Disamping itu, kumhenunjang
perekonomian diNagari Pamuatan juga terdapat Koperasi Simpan Pinjam
(KSP Sadar), Kredit MikrdNagari (KMN) dengan jumlah bantuan modal
awal sebesar Rp 300.000.000(tiga ratus juga rupiah). Akhir Desember
2017 jumlah modal mencapai Rp 5021%9; (lima ratus sembilan juta
seratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilah rupiah). Di
Nagari Pamuatan juga terdapat beberapa usaha kecil dan menengah seperti
pengrajin keterampilan tangan dan usaha jahit pakaian. Dalam rangka
perekanomian, pemerintaiNagari bekerjasama dengan instansi, dan telah
melaksanakan langkah strategi seperti pelatihan menjahit, pelpghaihan

kelompok tani dapembinaargapoktandan lain sebagainya.
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Sarana pendidikan yang ada MNiagari Pamuatan yaitu terdap
PAUD, TK dan SD yang menjadi harapan agar mampu meningkatkan
Sumber Daya ManusigSDM) masyarakatNagari Pamuatan, maupun
meningkatkan kecerdasan spiritual para generasi niNatgari Pamuatan
melalui penanaman nilaiilai agama yang didapat di sekolahupan di TPQ
ITPSQ yang ada diagariPamuataf?

Tabel 1. 4 Fasilitas Pendidikan diNagari Pamuatan

NO FASILITAS PENDIDIKAN JUMLAH
1 PAUD 2
2 Taman Kanalkanak (TK) 2
3 Sekolah Dasar (SD) 2
4 Sekolah Menengah Pertama (SMP) -
5 Sekolah Menengah Atas (SMA) -
6 Perguruan Tinggi -

Sumber: Data Kecamatan Kupitan dalam Angkat 2019

PendudukNagariPamuatan merupakan yang mayoritas penduduknya
beragama Islam, dan juga penduduk yang kental akannildaiagamanya.
Nagari Pamuatanmemiliki tempat ibadah seperti masjid, mushollah dan
surau yang digunakan sebagai tempat ibadah, belajar mengaji dan upara
upara keagamaan lainnya, termasuk pertemuan dan musyawarah dalam
membicarakan perbaikan dan kemajidegari Pamuatan. Jumlah tentpa

ibadah agama Islam NiagariPamuatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

42 Zubir M (Wali Nagari Pamuatanyyawancaratanggal 23 Desember 2020.
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Tabel 1l. 5 Tempat Ibadah di Nagari Pamuatan

NO TEMPAT IBADAH JUMLAH
1 Masijid 1
2 Mushollah 4
3 Surau 1

Sumber: Data Kecamatan Kupitan dalam kag2019

Tabel diatas menggambarkan bahwa agama mengambil peran penting
dalam kehidupan masyarakalNagari Pamuatan. Nagari Pamuatan
menanamkan nilai agamdilingkungan kehidupan bermasyarakat, karena
agama adalah pedoman utama dalam kehidupan.

Sebagai up@m pelestarian adat budaya Minangkabau, Ndigari
Pamuatan terdapat beberapa kesenian tradisional yang dijaga dan dilestarikan
secara turun temurun ke andlgari Kesenian tradisiohgang ada dNagari

Pamuataryaitu randai, talempong, dan tari rak{at.

C. Gambaran Pemerintahan Nagari Pamuatan
Susunan pemerintahan tentu sajarpbdoman pada peraturan
perundag-undangan yang ada. Nagari Pamuatan membentuk struktur
Pemerintah Nagaterdasarkan pada Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49
Tahun 2018 tentang Susam Organsasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari
yang terdiri dari Sekretaris Nagari, tiga urusan, tiga seksi, dan dua kepala

jorong. Berikut struktur Pemerintahan Nagari Pamuatan :

3 bid.
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Gambar II. 3 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Pamuatan
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Sumber : Data perangkat Nagari Pamuatan 2020

Dari gambarll.3 diatas menunjukkan susunan organisasi Pemerintah
Nagari Pamuatan yang memiliki tiga urusan dibawah Sekretaris Nagari yaitu
urusan keuangan, urusan TU dan umum, dan perencarsmmeiliki staf
dari masingmasing urusan. Terdapat tiga seksi yaitu seksejefiteraan,
seksi pemerintahadan seksi pelayanan, dan memiliki staf dari masing
masing seksi. Nagari Pamuatan terbagi menjadi dua jorong yaitu Jorong
Pamuatan Barat dan Jorompamuatan Timur, sehingga Nagari Pamuatan

memiliki dua Kepala Jorong.
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Jadi berdasarkan struktur Pemerintah Nagari Pamuatan, berikut
perangkajperangkat Nagari yang terlibat dalam pemerintah Nagari :

Tabel Il. 6 Perangkat Pemerntah Nagari Pamuatan

NO NAMA JABATAN KET
1 | ZUBIRM Wali Nagari
2 | YASMINAR Sekretaris Nagari
3 | ROSNAWILIS Kepala Urusan Keuangan
4 | ANTONIS LIDRA Kepala Urusan TU dan Umum
5 | JEKI PUTRA, S.Pd Kepala Urusan Perencanaan
6 | ROBER ROMANSYAH,S.Pt| KepalaSeksi Kesejahteraan
7 - Kepala Seksi Pemerintahan
8 | JUN SRI ELFIRA,S.E Kepala Seksi Pelayanan
9 | DION PRAMANA PUTRA | Staf Kaur Keuangan
10 | AFDILA MUHAMMAD Staf Kaur TU dan Umum
11 - Staf Kaur Perencanaan
12 | HENNY FITRIA, S.E Staf Kasi Kesejahteraan
13 | MONALISA NADIA Staf Kasi Pemerintahan
14 | MARGARETA Staf Kasi Pelayanan
15 | ARISON Kepala Jorong Pamuatan Barg
16 | OKTOFIRMAN Kepala Jorong Pamuatan Timy

Sumber : Data Kenagarian Pamuatdaahun2020

Dari tabel IV.1 dilihat nam@mama perangkatserta jabatan di
Pemerintah Nagari Pamuatan. Nagari Pamuatan memiliki tiga urusan beserta
staf dari masingnasing cabang yaitu Kepala Urusan Keuangan bernama
Rosnawilis dan staf kaur keuangBion Pramana Puty&epala Urusan Tu
dan Umum bernam&ntonis Lidra dan staf kaur TU dan Umurkfdila
Muhammad Kepala Urusan Perencanaan berndeld Putra, S.Pdan staf
kaur perencanaan dalam keadaan kosong karena belum ada pengganti, Kepala
Seksi Kesejahteraan bernanfRober Romansyah, S.Pdan staf kasi

kesejahteraa Henny Fitria, S.E Kepala Seksi Pemerintahan juga kosong
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akan tetapi terdapat staf kasi pemerintahan ysituinalisa Nadia Kepala

Seksi Pelayanan bernamiun Sri Elfira,S.Edan staf kasi pelayanan
Margareta Kemudian terdapat Kepala Jorong dari masireging jorong

yang ada di Nagari Pamuatan yaitu Kepala Jorong Pamuatan barat bernama

Arison dan Kepala Jorong Pamuatan Timur bern@kefirman®*

1. Peraturan Nagari

Peraturan Nagari termasuk peraturan perundsugigingan yang ada di
Pemerintahan Nagari. Di Biatera Barat sebutan desa berarti Nagari, begitu
juga dengan peraturan desa berarti peraturan nagari. Peraturan desa dibuat
oleh Pemerintah Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama
Kepala Desa, di Sumatera Barat Peraturan Nagari dibentuk oleh
Pamerintahan Nagari yaitu Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) atau
Badan Musyawarah Nagari bersama Wali Nagari.

Peraturan di Nagari tidak memerlukan pengesahan Bupati namun
disampaikan kepada Bupati selamlaahbatnya dua minggu setelah
ditetapkan dengan taban kepada Camat. Pelaksanaan peraturan Nagari
ditetapkan dengan keputusan Wali Nadadadi peraturarNagari adalah
peraturan perundaagndangan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama

Badan Musyawarah Nagari dan Wali Nagari.

“ Data Kenagarian Pamuatan Tahun 2020

5 Dedy Supriady BratakusumahQtonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.27.
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Peraturan di Nagari kbuat untuk menyelenggarakan pemerintahan
Nagari karena keberadaan peraturan Nagari menjadi penting sebagki
and balancedagi pemerintahan Nagari d8adan Permusyawarat&agari
Kedudukan peraturan Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari
sangat penting maka penyusuan peraturan Nagari tersebut harus didasarkan
pada kebutuhan dan keadaan Nagari dan tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundaagndangan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan
kepentingan umum, dan juga tidak bolehtéetangan dengan adat istiadat
yang dianut oleh penduduk di Nagari tersebut. Peraturan Nagari merupakan
produk politik yang harus disusun secara demokratis dan partiéfpatif.

Peraturan Nagari yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari
peraturan perundaagndangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan
kondisi sosial budaya masyarakat Nagari setempat. Proses pembuatan
peraturan Nagari diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota masing
masing dengan memperdomani peraturan perundamdgngan yang
berlaku. Setelah melewati proses penyusunan dan pembuatan peraturan
Nagari akan ditetapkan oleh Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan
Nagari. Sebelum peraturan tersebut ditetapkan harus disampaikan kepada
Bupati / Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawdasamembinaan

paling lambat tujuh hari sebelum ditetapKan.

“® Moch. SolekhanPenyelenggaraan Pemerintahan Defdalang : Setara Press, 2012),
h.64.

" peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentangF@ixodk
Pemerintahan Nagari Pasal 14.
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TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Peraturan Perundangundangan
1. Pengertian Peraturan Perundangundangan

Peraturan perundanghdangan merupakan bagian atau subsistem dari
sistem hukum. Definisiain peraturan perundamupdangan adalah semua
hukum dalam arti luas yang dibentuk dengan cara tertentu oleh pejabat yang
berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertfflisDalam arti Iluas
sebenarnya hukum dapat diartikan sebagai putusan hakim, terutama yang
berkekuatan hukum tetagan menjdi yurisprudensi. Hukum perundang
undangan yang menekankan pada bentuk tertulis semula terkait erat dengan
sistem hukum Eropa konstinental yang mengaegismedengancivil law.
Namun sekarang,, terkait perujian yudisipératuran perundangndangan
dengan susunan hirarkinya berlaku juga dinegagara anglo saxon
(common law)

Peraturan perundangndangan adalah setiap keputusan oleh pejabat
yang berwenang dalam kekuasaan legislatif berdasarkan wewenang atribusi
atau déegasi maupun wewenang kekuasaan eksekutif seamatR
berdasarkan wewenang delegasi yang materi muatdoamig aturan tingkah
laku bersifat mengikat secara umum. Pada umumpgaturan perundang

undangan fungsinya adalah mengatur sesuatu substanki matnecahkan

“8 Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum Kontraversi |s@Jakarta : Rawali Pers,
2009), h.255.
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suatu masalah dalam masyarakat, artinya peraturan perunddaggan

sebagai instrumen kebijakan(beleids instrumen) apapun bentuk

penetapannya, pengesahaencabutan maupun perubalan.
Bagir Manan melukiskan pengertian Perundangdangardalam arti
materil yang esensinya anatara lain sebagai berikut

a. Peraturan perundanig undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena
merupakan keputusan tertulis, peraturan perundlangdangan sebagai
kaidah hukum tertuliggeschrevenrechtyritten law)

b. Peraturan perundarigundangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan
jabatan (badan, organ) yang mempunyai
yang berlaku atau mengikat umaigemeen)

c. Peraturan perundaaghdangan bersifat mengikat umum, tidak
dimaksudkan haruselalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya
menunjukkan bahwa Peraturan perunddngindangan tidak berlaku
terhadap peristiwa konkret atau individu tertetftu.

H. Soehino memberikan pengertian istilah perundampngaryaitu
pertamasebagaiproses tu tata cara pembentukan peraturaperaturan
perundangan Negara dari jenis dan tingkat tertinngi yaitu urdndang

sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari

%9 Jazim Hamidi, Legislative Drafting, (Yogyakarta: Total Media, 2001), h.13.
* Mahendra Kurniawan, dkk,Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif
(Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), h.5.
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kekuasaan perundarig undangan, dan kedua sebagaseluruhan duk
peraturanperaturan perundang#ersebut’

Bagir Manan mengelompokkan fungsi peraturan perundadgngan
sebagai berikut :

a. Fungsi internal yaitu pengaturan perundamglangan sebagai sub
sistem hukum (hukum perundangdangan) terhadap sistem kdida
hukum pada umumnya secara internal, peraturan perunoelangan
menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi integrasi pluralisme
hukum, fungsi kepastian hukum.

b. Fungsi eksternal vyaitu berkaitan geran perundangndangan
dengan tempat berlakunya. Fung&sternal ini juga bisa dikatakan
sebagai dingsi sosial hukum yang meliputingsi perubahan, fungsi
stabilisasi dan fungsi kemudahan, dengan demikian fungsi ini dapat
berlaku pada hukurhukum kebiasaan, hukum adat atau hukum

yurisprudenst?

2. Asas Peratuan Perundang-undangan

Asasasas pembentukan peraturan perundampngan yang baik,
terdiri atas : asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang
tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan,

kedayagunaan dan hasilnyeejelasan rumusan dan keterbukadsasasas

51 (i
Ibid.
*2Hamzah HalimCara PraktisMenyusus dan Merancang Peraturan Daer@akarta :
Pranada Media Group, 2009), h.61.
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tentang pembentukan pearturan perundamdpngan telah dinormatifkan

dalam pasal 5 dan penjelasannya undamtang nomor 10 tahun 2004. Asas

asas tersebut antara lain:

a.

Asas kejelasan tujuan, yaitu setiap pentbkan peraturan perundang
undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Asas kelembagaan atau pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan
perundangundangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk
peraturan perundaagndangaryang berwenang.

Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam
pembentukan peraturan perundamglangan harus benrbenar
memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan
perundangundangannya.

Asas dilaksanakanyaitu stiap pembntukan peraturan perundang
undangan harus memperhatikan efektifitas perafpeamndangundangan
tersebut didalam masyarakat baik secara filosofisidis, maupun
sosiologi.

Materi kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perunczhgngan
dibuat karea benabenar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Asas kejelasan rumusan, yaitu dalam membentuk setiap peraturan
perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan

peraturan perundanghdangan.
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g. Asas keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan pefundang
undangan mulai dari perencanaan, bersiapan, penyusunan dan

pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

3. Hirarki Peraturan Perundang -undangan

Hans Kalsen mengatakan dalamri¢enjang noma hukumnya bahwa
norma itu berjenjangenjang, yang di atas merupakan sumber bagi yang di
bawahnya, yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya.
Apabila terjadi pertentangan secara vertikal antara UUD dan UU maka UU
dikalahkan kex supriore derogate legi inferigr Norma hukum yang
tertinggi disebutstaatsfundamental norngi bawahnyagrundgesetze di
bawahnya lagiformel gesetzdan di bawahnya lagverordnungendan
autonome satzungesebagai peraturan pelaksanaan. Padanannya di Bidone
adalah Pancasila, UUD 1945, UU/Perpu, PP dan peraturan pelaksanaan
lainnya. UUD sebagai undanmdang yang tertinggg(ondwet is de hoogste
wef) menjadi acuan dan rujukan dalam pembentukan peraturan perundang
undangan baik dari segi materi muatannyaupun semua lembaga negara
pembentuk peraturan perundangundangannya.

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan pengawal konstitusi
tentunya dalam mengambil setiap keputusan dalam rangka melaksanakan
kewenangannya tidak boleh keluar dari ramdmbu konstitai yang

ditentukan dalam UUD 1945. Pembentuk UU baik DPR maupun Presiden

* Undang i Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangawindangan Pasal 7.
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dalam membuat UU harus mengacu/merujuk kepada UUD selogai
hoogste wetApabila dalam pembentukan UU dalam rangka melaksanakan
UUD pembentuk UU wWetgevey menghadapi pas@lasal ata ramburambu

yang tidak/kurang jelas dalam UUD, maka pembentuk UU boleh
menafsirkannya. Namun apabila terjadi konflik antara UU dengan UUD,
maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan UU dan putusannya bersifat
final dan mengikat karena Mahkamah Konstitssbagai pengawal/penjaga
konstitusi the guardian of constitutigrjuga sekaligus sebagai penafsir akhir
dari konstitusi secara judiciathg last judicial interpreter of constitutipn
Dalam pembuatan hukum, ada 3 dasar hukum agar hukum mempunyai
kekuata berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar hukum yuridis,
sosiologis dan filosofig?

Di Indonesia, hierarki peraturan perundamglangan mulai dikenal
sejak dibentuknya Undarigndang Nonor 1 Tahun1950tentang Peraturan
Pemerintah Pusataitu peraturan tgang jenis dan bentuk peraturan yang
dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yang ditetapkan pada tandgagddr@ari
1950. Dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum
DPRGR mengenai Sumber Tata Tertib Hukum Republik Indonesia, ketetapan
MPR ini menentukan antara lain mengenai Sumber Tata Tertib Hukum
Republik Indonesia yaitu Pancasila yang dirumuskan sebagai sumber dari
segala hukum dan mengenai tata urutan peraturan perundangundangan

Republik Indonesia. Bentdbentuk peraturan perundangdangan

¥ Bagir Manan, Dasardasar Perundangindangan Indonesja(Jakarta: IneHill-Co,
1992), h.13.
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a) Bentukbentuk peraturan perundangan Republik Indonesia menurut UUD

1945 sebagai berikut :

1) UUD RI 1945

2) Ketetapan MPR

3) UndangUndang/Peraturan Pemerintah Penggdntiangundang
4) Peraturan Pemerintah

5) Keputusan Presiden

Peraturarperaturan pelaksanaannya :

1) Peaaturan Menteri

2) Instruksi Menteri

3) dan lainnya

b) Sesuai dengan sistem konstitusi seperti yang dijelaskan galajelasan
authentik UUD 1945, UUD RI adalah bentuk peratyrarundangan yang
tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber lsaghua peraturaperatuan
bawahan dalam negara.

c) Sesuai dengan prinsip negara hukum, maka setiap peratmamdangan
harus bersumber dan berdasar dengan tegaspeadiran perundangan
yang berlaku yang lebih tinggi tingkatnya

Undangundang No 12 Tahun 2011 tentang PembdemtuPeraturan

Perundangundangamenggantikan bdangi Undang Nomor 10 Tahun

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundabg@langan Dengan

berlakunya UU yang baru ini otomatisndangi Undang Nomor 10 Tahun

5 Maria Farida Indrati,lImu Perundangundangan (Yogyakarta: IKAPI Kansinius,
2007), h.72.
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2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundddgdangandinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi. Undangndang ini merupakan
penyempurnaan terhadap kelemahan kelemahan ddtaangi Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan
Undanganyaitu antara lain :

a) Materi dari Undarg i Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundandadangan banyak yang
menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidagmberikan
suatu kepastian hukum

b) Teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten

c) Terdapat materi baryang perlu diatur sesuai dengasrkembangan atau
kebutuhan hukum dalam Pembentularaturan Perundangdangan

d) Penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiapsdmlai
dengan sistematik4.

UndangUndang Nomor 12 Tahun 20lltentang Pembentukan
Peraturan Perundanmdangan mengatur hirarki peraturan perundang
undangardi dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut :

1. UUD Republik Indonesia 1945

2. Ketetapan MPR

3. UndangUndang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Unaladeng
4. Peraturan Pemerintah

5. PeraturarPresiden

*Ni 6 mat uTeoridan ®engujian Peraturan Perundangdangan (Bandung; Nusa
Media, 2011), h.86).
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6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah atau Kabupatenfota
Sedangkan Hirarki peraturan perundamglangan menurdndangi
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangatyndangan
1. UUD 1945 Negara Republik Indonesia
2. UU/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undandang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah meliputi :
a. Perda Provinsi
b. Perda Kabupaten/Kota

c. Perdes/peraturan setingkat

B. Teori Pemerintahan Daerah
1. Pengertian Pemerintatan Daerah
Negara Indonesia mapakan suatu bangsa yang merdeka dan
berdaulat, dimana pemerintah didaerah merupakan bagian intergralnya. Oleh
karena luas dan banyaknya urusan pemerintah sehingga tidak mungkin
seluruhnya diurus sendiri oleh pemerintah pusat, dengan demikian urusan
Negaramemerlukan adanya berbagai alat kelengkapan Negara membantu

terwujudnya tujuan Negara. Dalam Negara yang berbentuk kesatuan hanya

>’ UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tenty Pembentukan Peraturan Perundang
undangan Pasal 7 ayat (1).
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disebutkan pemerintahan daerah yang bias juga disebut dengan pemerintahan
setempat atau pemerintahan lokatél government

Oppenheim dalam bukunya yang berjudtiet Nederlendsch
gementerechinemberikan beberapa ciiricirri pemerintahan daerah yakni:

a. Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada Negara

o

Adanya penduduk dari jumlah yang mencukupi.

c. Adanya kepetingankepentingan yang pada coraknya sukar dibedakan
dari yang diurus Negara, akan tetapi yang demikian menyangkut
lingkungan itu, sehingga penduduknya bergerak untuk berusaha atas dasar
swadaya.

d. Adanya suatu organisasi yang memadai untuk menyelenggarak

kepentingarkepentingan itu

e. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperftikan.

Pengertian pemerintahan daerah ditemukan pada pasal 1 angka 2
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
menyatakan pemerintahan daerah dala penyelenggara urusan
pemerintahaan oleh pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantu dengan prinsip otonomi selussnya dalam sisitem dan prinsip
Negara kesatuarepublik Indonesia @bagaimana dimaksud oleh Undang
Undang Dasar NegaRepublik Indonesia Tahun 49.>°

Secara jelas di paparkan pada pasahgka 3 Undangindang Nomor

32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerafang dimaksud dengan

*8 Mahendra KurniaQp.Cit, h.10.
9 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2.
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pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat

daerah sebagai unsumyelenggar@emerintahan daer&h

Sedangkan pada pasal 2 ayat (1),(2),dan (3) Undaigigng Nomor
32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daeramenjelaskan bahwa Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibagas daerakaerah propinsi dan daerah
propinsi itu dilagi atas kabupaten dakota yang masingi masing
mempunyai pemerintahan daerah, yamgnadalam mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asanomi seluatuasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang menjadi uruga@merintah, dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakatayanan umum, dan daya saing
daeralf!

Ruang lingkup pemerintahan daer@ndapat pada pasal 3 ayat (1)
Undangundang Nomor 32 Tahun 20@dntang Pemerintahan Daeratang
menyatakan bahwa pemerintalaerah sebagaima yang dimaksud pada

pasal 2 ayat (3) adalah

a. Pemerintah daerah propinsi yang terdiri atas pemerintah daerah propinsi

dan DPRD Prowsi.

b. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri dari atas pemerintah

kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.
Dan dijebskan pada pasal 2 ayat (1) bahwa pemerintah daerah terdiri

darikepala daerah dan perangkat daéfah

9 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal Bangka
1 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2.
2 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 3.
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2. Dasar Hukum Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daearah diatur dan disepakati dalam peraturan

perundangundangan yang telah ada di Indonesia, yaitu :

a) Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam
Pasal 18 ayat-Z, Pasal 18 A ayat-2, Pasal 18 B ayat2

b) Ketetapan MPR Ri Nomor XV/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan
Otonomi Daerah, Pembagian, Pengaturan, dan Pemanfaatan Sumber Daya
Alam Nasionayang adil, dan keseimbangan Keuangan dari Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam Kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia

c) Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi
Kebijakan Pemerintah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah

d) Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

e) Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

f) Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Revisi dari UndangindangNomor 32 Tahun 2002%)

3. AsasasasPemerintahan Daerah
Asasasas untuk menyelenggarakgmemerintahan daerahpada

dasarnya ada empat, yaitu:

%3 https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah#Asas , diakses pada tanggal 27 April
2021.


https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah
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a) Sentralisasi yaitu sistem pemerintahandimana segala kekuasaan
dipusatkan di pemerintah pusat

b) Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahannya sendiri

c) Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepadayubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada
instansi vertikal di wilayah tegntu.

d) Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah atau
desa dari pemerintalprovinsi kepadakabupaten kota atau desa, dari
pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas

tertentu®*

C. Teori Pemerintahan Desa (Naga)
1. Pengertian Pemerintahan Desa (Nagari)

Desa menurut UndarAgndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
menjelaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

54 bid.


https://id.wikipedia.org/wiki/Sentralisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Desentralisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Dekonsentrasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
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masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam system pemerintah Negara Kesatuan Reputtinesid?’

Nagari merupakan penyebutan desa dalam wilayah pemerintahan
Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menjelaskan
bahwa Nagari adalah kesatuan masyarakatiinukdat secara geneologis dan
historis, memiliki batadatas dalam wilayah tertentu, memiliki harta
kekayaan sendiri, berwenang memiliki pemimpinnya secara musyawarah
serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
filosofi dan sandadat,Ad a t BasanfyarSay@arBédsandi Ki t
dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah
Provinsi Sumatera Bar&t.

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga
pemerintah yang bertugas mengelola wilayalgkét desa. Lembaga ini
diatur melalui Peraturan Pemerintah mior 72 Tahun 2005 tentang
Pemerintahan Desang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216
ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Him 2004 tentand®emerintahan
Daerah Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal
14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

8 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1)
% pgaturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Pasal 1
ayat (2)


https://id.wikipedia.org/wiki/2005
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Kepala Desa yang karena jabatanryerkedudukan juga sebagai
wakil Pemerintah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan, dalam
pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali
pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraamsan pemerintahan pada strata
pemerintahan desa. Wakil pemerintah sebagaimana dimaksud adalah
perangkat pemerintah kecamatan dalam rangka dekonsentrasi. Tugas dan
wewenang kepala desa sebagai wakil pemerintah kecamatan adalah:

1. pembinaan dan pengawag@nyelenggaraan pemerintahan desa,;

2. koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di desa;

3. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas

pembantuan di desa.

Dalam kedudukannya tersebut, kepala desa bertanggung jawab kepada
Kepala Camat®’ Sedangkn Wali Nagari disebut juga sebagai Kapalo
Nagari, Pasal 1 ayat 5 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018
tentang Nagari menyatakan Kapalo Nagari adalah Pemimpin Pemerintah
Nagari. Pada Pasal 10 dan Pasal 11 menjelaskan wewenang Kapalo Nagari :
Pasal 10 : Kapalo Nagari berwenang menyelenggarakan pemerintahan,

melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
Pasal 11 : Kapalo Nagari mempunyai wewenang :

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerirda Nagari;

®7 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerinka Desadiakses pada tanggal 27 April 2021.


https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Desa
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b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari;

c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset
Nagari;

d. Menetapkan Peraturan Nagari;

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;

f.  Membina kehidupan masyarakat Nagari;

g. Membina ketenteramatan ketertiban masyarakat; dan

h. Membina, melestarikan dan mengambangkan kehidupan
sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari.

Didalam UndangJndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
dijelaskan pengertiarpemerintahan desgaitu penyelenggaraan urusan
pemerintahandan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indoné&i&edangkan yang
dimaksud dengampemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur peyugebe

Pemerintahan De$3.

% UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (2).
9 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (3).
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2. Dasar Hukum Pemerintahan Desa (Nagari)
Pemerintahan Bsadiatur dan disepakati dalam peraturan perundang

undangan yang telah ada di Indonesia, yaitu :

a. UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43ahun 201 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 201 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari APBN

d. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan
Desa

e. Permendagri Nomor 112 Tah@f14 tentang Pemilihan Kepala Desa

f. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa

g. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan

Desd®

3. Asasasas Pemerintahan Desa (Nagari)
Asasasas penyelenggarapamerintah desberdasarkan pasal 24 UU
Nomor 6 Tahun 2014, yaitu:
a. Kepastian Hukum harus berlandaskan pada peraturan yang ada di
undangundang, dan tidak melanggar perundangangan,

penyelenggaraandanmengedepnkan leadilan pada setiap masyarakat

0 http:/Iringdikit-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel dDasarHukum-Penyelenggara
anPemerintahatbesa diakses pada tanggal 27 April 2021.


https://www.kompasiana.com/tag/pemerintah-desa
http://ringdikit-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/44-Dasar-Hukum-Penyelenggara%20an-Pemerintahan-Desa
http://ringdikit-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/44-Dasar-Hukum-Penyelenggara%20an-Pemerintahan-Desa
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. Tertib  Penyelenggaraan  Pemerintahan, yang diselenggarakan
pemerintahan harus melihat keteraturan, keserasian, serta keseimbangan
terhadap pengeathin penyelenggaraan tersebut.

. Tertib Kepentingan Umumyang diselenggakan oleh pemerintahan
harus mengutamakan kepentingan umum, penyelenggaraan pemerintahan
harus mendengarkan aspirasi setiap masyaraktlelgd terhadap
penyelenggaraan.

. Keterbukaanpemerintahan harus transparan kepada masyarakat.

. Proporsionalitas pada asas ini menegaskajgngan sampai dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa antara hak dan kewajiban tidak
seimbang, jangan sampai hak nya sedikit, kewajiban banyak dan begitu
juga sebaliknya.

Profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan desa harus -‘benar
dijalankan dengan professionalndsesuai dengan kode etik dan Undnag
Undang yang berlaku.

. Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundamgdangan

. Efektivitas dan efisienspemerintahan desa harus memiliki tujuan yang
jelas dan juga tujuan itu harus berdampak positif bagi kalangan

masyarakat.
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Kearifan loka) penyelenggaraan pemerintahan desa harus sesuai dengan
kebutuhan dan kepentingan masyatalesa setempat.

Keberagaman dapat mengayomi setiap kalangan masyarakat desa.
Penyelenggaraan pemerintahan desa harus memberikan pikiran yang baru
buat masyarakat.

Partisipatif harusnyasemua elemen yang ada di desa tersebut terlibat

aktif dalam pelakanaan pemerintahan de$a

Struktur Desa (Nagari)

Strukur susunan organisai pemerintatagari yang di gambarkan

terdiri dari duabentukbagan yang digunakan sebagai pedoman pembentukan
susunan organisasi pemerintilagari baik Nagari yang menggunakan dua
urusan dan dua seksi, maupgdagariyang menggunakan tiga urusan dan tiga

seksiberdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang

Susunan Organisai dan Tata Kerja PemeriNadari

Wali Nagari

Gambar Il. 4 Bagan Susunan O?anisasi PemerintahNagari

* * * v v ¢

Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Urusan Kepala Urusan Kepala Urusan
Pemerintaha Kesejahteraa Pelayanan TU dan Keuanaan Perencanaan

Kepala
Jorong

' https://www.kompasiana.com/blasiussibarani/5eb79711097f36404112f3384asas
penyelenggaraapemerintahdesaberdasarkaqpasal24-uu-no-6-tahur2014 diakses pada
tanggal 27 April 2021.



https://www.kompasiana.com/blasiussibarani/5eb79711097f36404112f333/asas-asas-penyelenggaraan-pemerintah-desa-berdasarkan-pasal-24-uu-no-6-tahun-2014
https://www.kompasiana.com/blasiussibarani/5eb79711097f36404112f333/asas-asas-penyelenggaraan-pemerintah-desa-berdasarkan-pasal-24-uu-no-6-tahun-2014
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Dari gambar 14 diatas menunjukkan susunan organisasi Pemerintah
Nagariyang memiliki tiga urusan dibawah Sekretdegariyaitu urusan TU
dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Memiliki tiga seksi
yaitu seksi pmerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan.
Selanjutnya terdapat Kepala Jorong, jumlah Kepala Jorong tergantung jumlah
Jorong yang ada #iagaritersebut.

Gambar Il. 5Bagan Susunan Organisasi PemerintahNagari

Wali Naaari

v v v v

Kepala Seksi Kepala Seksi Kesejahteraan Kepala Urusan Umum Kepala Urusan
Pemerintahan dan Pelayanan dan Perencanaan Keuangan

Kepala Jorong

Dari gambar 115 diatas menunjukkan susunan organisasi Pemerintah

Nagari yang memiliki dua urusan dibawah Sekretd¥iggari yaitu urusan
umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Memiliki dua seksi yaitu seksi
pemerintahan, dan seksi kesejahteraan dan geay Jumlah Kepala Jorong

tergantung jumlah Jorong yang adaNdigaritersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Wali Nagari dalam Penetapan Peraturandi Nagari pada Nagari
Pamuatan Berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun
2018 tentang Susunan Organisai dan Tata Kerja Pemerintahaiagari

Wali Nagari adalah pejabat Pemerintahflagari yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
Nagarnya dan melaksanakan tugas daeimerintah pusatlan pemerntah
daerd. Wali Nagari dipilih oleh masyarakat yang ada Miagari dengan
sistem demokrasi yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adgid?

Wali Nagariyang akan dipilih harus memiliki pengetahyamg luas tentang
seluruh aspek budaya MinangkabaWvali Nagari harus mampu
menyelesaikan permasalahamasyarakatyang ada diNagari dan dapat
memberikan bimbingan dan petunjp&tunjukkepada anggota pemerintahan
Nagarilainnya.

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018
tentang Suswan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagasal 13
dijelaskan kedudukan, tugiadan fungsi Wali Nagari, yaitu :

Ayat(1) :Wali nagari berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Ngayagi

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

2 peraturan Daerah kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan,
Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari Pasal 1 ayat 10.
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Ayat(2) :Wali Nagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari,
melaksanakan pdmangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Ayat(3) : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Wali Nagari memiliki fungsi :

a. Menyelenggarakan pemerintah Nagari, seperti tata praja
pemerintahan, penetapan peraturan di Nagari, pembinaan
masalah upaya perlindungan masyarakat, administrasi
kependudukan, serta penataan dan pengellaan wilayah;

b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana
prasarana pdesaan, serta pembangunan bidang pendidikan,
dan kesehatan;

c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pefdesa hak dan
kewajiban masyarakat, pertisipasi masyarakat, sosial budaya
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugasialisasi dan
motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemulddrana,
dan karang taruna; dan

e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan

lembagdainnya’?

3 peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Nagari Pasal 13.
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Berdasarkan pasal tersebetrlihat Wali Nagari sangat dibutuhkan
dalam sistem PemerintahamNagari sebagai pemimpin agar dapat
terlaksananya pemerintah&lagaridengan baik. WalNagariberkedudukan
sebagai kepalaPemerintah Nagari dan memmpin penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari Wali Nagari tidak akan menjalankan roda
pemerintahan tanpa anggéenagariadainnya.

Susunan organisaPemerintahNagari telah datur dalam Peraturan
Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja PemerintaiNagari Maksu dan tujuan dari Peraturan Bupati Sijunjung
Nomor 49 Tahun 2018tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Nagariadalah sebagai pedomannd&ndasan hukum bagi
pembentukan susunarganisa dan tata kerjdPemerintahNagari sebagai
pedoman bagoptimalisai kinerja dan tata kerj@emerintahNagari dalam
menjalankan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan pemerintahan
Nagari pelaksanaanNagarj pembinaan kemasyarakataNagari dan
pemberdayaan masyarakaMagari selanjutnya sebagai pedomaragb
peningkatan kualitas susunan organisasi dan tata kerja pemedxiatgini
dan untuk menjamin terwujudnyaemyelenggaraan Pemerintah&lagari
yang baik, demokratis, dan partisipdfif.

Perangkat Nagari diartikan dalam Pasal 1 ayat 10 sebagai unsur staf
yang membantu Wali Nagi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi

yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali

" peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Nagari Pasal 3.
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Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana
teknis dan unsur kewilayahan.

Kepala urusanberkedudukan sebagai unsur staf sekretariat yang
bertugas membantu SekretaNgagari dalam urusan pelayanan administrasi
pendukung pelaksanaan tugagas pemerintahan. Kepala seksi
berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Wali
Nagari sebagai pelaksana tugas operasional. Kepala jorong berkedudukan
sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Wali Nagri
dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Wali Nagari sebagai kepala Pemerintdlagari yang memimpin
penyelenggaran Pemerintahaiagari memiliki suatu fungsi menetapkan
peraturan diNagari PeraturanNagari merupakan produk hukuragari
Dalam Pasal 1 ayat 13 Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018
tentangSusunan Organisasi Dan Tata Kerja PemeriiNabari peraturan
Nagari adalah peraturan perundangdangan yang ditetapkan oleh Wali
Nagari setelah dibahas dan disepakati bersdBaalan Permusyawaratan
Nagari’®

Peraturardi Nagarimerupakan produk hukuiagariyang disepakati
oleh pejabat pemerintahan yaitu WAalagari dan Badan Permusyawaratan
Nagari Produk hukum yang ditetapkan termasuk kedalam peraturan

perundangundangan. Peraturan perundamglangan merupakan setiap

" peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Nagari Pasal 1 ayat 10.

S pgaturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja Pemerintah Nagari Pasal 1 ayat 13.
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keputusan oleh pejabat yang berwenadglam kekuasaan legiif
berdasarkan wewenang atrsi atau delegasi maupun wewenang kekuasaan
eksekutif semataata berdasarkan wewenang delegasi yang materi
muatannya berisi aturan tingkah laku bersifat mengikat secara dmum.

Macammacam peratan yang ada dNagariyaitu PeraturarNagari
Peraturan WalNagari dan Peraturan Bersama Whllagari Peraturan Wali
Nagari berkedudukan sebagai aturan pelaksana dari Perdtlagari yang
telah disetujuWali Nagaribersama@adan Permusyawarat&fagari sebagai
aturan pelaksana berarti kedudukan PeratiNagar lebih tinggi dari pada
kedudukan Peraturan Waagari

Rancangan PeraturanNagari boleh dsusun oleh Badan
Permusyawaratahlagari (BPN). Rancangan Peratur&agari yang diusun
oleh PemerintaiNagari terlebih dahulu dikonsultasikan ke Camat, jéda
peraturan Nagari yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka
peraturan tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu dengan masyarakat,
lembagalembaga dan tokoh masyarak&etelah dikonsultasikan, rancangan
tersebut disampaikan kepada BPN Intern, setdlahbarulah pemerintah
Nagari dan BPN membahas dan menyepakati rancangan Perna tersebut.
Setelah ditetapkan Perna tersebut di klarifikasi Ddnas Perberdayaan

Masyarakat NagariDPMN). Jika rancangan Perna tentang ARBgari

7 Jazim HamidiLoc.Cit.
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Pungutan,tata ruang dan SOTK(Susunan Organisasi dan Tata Kerja) di
evaluasi terlebih dahulu, lalu ditetapkZn

Dari penjelasanwali Nagari tersebutproses pembuatan Peraturan
Nagaritidak selalu melibatkan masyarakat, hanya saat peratagariyang
berhubungarangsung dengan maapakat. Namun Badan Permusyawaratan
Nagari selalu terlibat dalam pembuatan dan penetapan Peralagari
sebagaimana sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 13 Peraturan
Bupati Sijunjung.Jika pembuatan peraturan Nagari melibatkan masyarakat,
tetu saja masyarakat telah mengetahui bagaimana proses pembuatan
peraturan Nagari tersebut. Hal ini dapat kita lihat pada hasil angket
bagaimana tanggapan masyarakat terkait proses pembuatan peraturan Nagari.

Tabel IV. 1 TanggapanMasyarakat Mengetahui Proses Pembuatan
Peraturan Nagari

Tanggapan Responden| Jumlah Responden Persentase (%)
Ya 5 16,6%
Tidak 25 83,3
Jumlah 30 100%

Sumber Data Olahan Angket Penelitian

Dari tabel V1 diatas menunjukan tanggapan masyarakat mengenai
mengetahuproses pembuatan peratufdagarj jika masyarakat mengetahui
akan memilih (Ya) dan jikidak mengetahui prosesny@aka akan memilih
(Tidak). Hasilnya dengakategori (Ya) berjumlah 5 orang dengan persentase
16,86 sedangkan kategori (Tidak) rpenlah 25 orang dengan persentase

83,P%. Hal ini mencerminkan jumlah masyarakat yang mengetahui proses

"8 Zubir M (Wali Nagari Pamuatanyyawancaratanggal 23 Desember 2020.
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pembuatan peraturanNagari hanya 16,6% dari jumlah responden
keseluruhannyaDan masyarakagang tidak mengetahui prosesmsgbanyak
83,3%jumlahrespomenyangkeseluruhan

Menurut keterangan dari salah satu wargeng bernama Tito
Wiratama menyatakatidak mengetahui proses pembuatarapganNagari
karena tidak ada sosialisasiasyarakat dari pihakagari’®

MenurutketerangarAsril Pito Ali salah atu anggota Kerapatan Adat
Nagari (KAN) yang menjelaskan bahwaengetahui proses pembuatannya
mulai dari perancangan peraturan, penyampaian kepada Camat, konsultasi
dengan Camamusyawarah dengan masyarakat. Jika semuanya sudah setuju
dengan rancangan iativali Nagari aka menetapkan peraturan terseffut

Berdasarkandata diatasproses pembuatan peraturan Nagari tidak
diketahui masyarakat umum, dikarenakan tidak adanya sosialisapitdsi
Nagari terkait proses pembuatanrgiaran NagariHanya beberaparang
yang mengetahui proses pembuatan peraturan Nagsebut

Kemudian dapat kita lihat dari tanggapan masyarakat terhadap

keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan Nagari :

" Tito Wiratama, (Masyarakat)Vawancaa, tanggal 24 Desember 2020.
8 Asril Pito Ali, (Anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN)Wawancara,tanggal 24
Desember 2020.
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Tabel IV. 2 Tanggapan Masyarakat tentarg Keterlibatan Pembuatan
Peraturan Nagari

Tanggapan Responden| Jumlah Responden Persentase (%)
Ya 12 40%
Tidak 18 60%
Jumlah 30 100%

Sumber : Data Olahan Angket Penelitian

Tanggapan masyarakat yang terlibat dalam pembuatan peraturan
Nagari pada tabel I diatas, dengan perbandingan 12 orang persentase 40%
dan 18 orang dengan persentase 60%. 60% responden menanggapi tidak
terlibat dalam pembuatan peraturan Nagari, berarti hanya sebagian kecil dari
masyarakat yang terlibat dalam pembuatan peraturan NaDamgan
demikian, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peratuan Nagari belum
merata, dalam artian hanya sebagian kecil masyarakat yang terlibat.

Pembuatan peraturan di Nagari yang akan melibatkan masyarakat dan
juga unswunsur lainnya sebagai pelakalam berjalannya demokrasi disuatu
wilayah. Masyarakat merupakan unsur penting yang harus ada pada sistem
pemerintahan. Mwsurut Zubir M selaku Wali Nagari Pamuatagang
menjelaskarpembuatan peraturan Nagari akan melibatkan lemleagbaga
Nagari, tokoh msyarakat dan masyarakat. Lembaga Nagari seperti Kerapatan
Adat Nagari (KAN), Tungku tigo sajarangan, PKK, Karang Taruna, dan
pemuda

Ketua BPN/BAMUS (Badan Permusyanatan Nagari) menjelaskan

juga pembuatan Peraturan Nagari akan melibatkan banyak pirakarna

81 Zubir M (Wali Nagari Pamuatanyyawancaratanggal 23 Desember 2020.
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BAMUS yang akan membantu Wali Nagari. Selain itu KAN juga terlibat,
didalam KAN adaNiniak Mamak, Alim ulama, dan Cadik pand&iniak
Mamak biasanya berkaitan dengan hukum adat, untuk sekdtamak
Mamak sedang tidak sejalan dengan Pemerintalamari, dan pemuda juga
terlibat®?

Oleh karena itu berdasarkan data diatas, menurut analisis penulis
bahwa pembuatan peraturan Nagari akan melibatkan |erdagaga
Nagari seperti Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), Kerapatan Adat
Nagari (KAN), Tungku tig sajarangan, PKK, Karang Taruna, pemuda, dan
masyarakat. Namurhasil angket tanggapan responden menunjukkan 40%
yang terlibat, dan yang terlibat hanyalah pimétkak yang tergabung dalam
lembaga kenagarian.

Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari shera Badan
Permusyawaratan sesuai dengan definisi peraturan Nagari pada Peraturan
Bupati Sijunjung Nomor 49 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Nagari yaiperaturan Nagari adalah perundamglangan
yang ditetapkan oleh Wali Mari setelah dibahas dan disepakati bersama

Badan Permusyawaratan Nagd4ri.

8 zul Effendy (Ketua Badan Permusyawaratan Naga¥ijawancara tanggal 28
Desember 2020.

8 peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja Pemerintah Nagari Pasal 1 ayat 13.
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Tabel IV. 3 Tanggapan Masyarakat tenang Keterlibatan Penetapan

Peraturan Nagari

Tanggapan Responden| Jumlah Responden Persentase (%)
Ya 0 0%
Tidak 30 100%
Jumlah 30 100%

Sumber Data Olahan Angket Penelitian

Terlihat jelas pada tabel I¥ masyarakat tidak ada yatgylibat dalam
penetapan peraturaNagari Karena yang berhak menetapkan peraturan
Nagaritersebut adalah WaNagaribersama Badan PernyasvaratarNagari
(BPN) sesuai pada fungsi WaNagari yang dijelaskan dalam Peraturan
Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018al ini juga didukung oleh
keterangan dari Yasminar selaku Sekretakagari yang menjelaskan
penetapanperaturan Nagari hanya dilakan oleh Wali Nagari, setelah
ditetapkan dalam waktu tujuh hari harus disampaikan kpaBumelalui
Camat di kecamatat

Oleh karena itu berdasarké&mterangan dari Sekretaris Nagari diatas,
yang berhak menetapkan peraturan Nagari hanya Wali NagarkuBdata
base peraturadi Nagari Pamuatan yan¢elah ditetapkan oleh WaNagari
bersama Badan PermusyawardtEgarimulai dari tahun 2018 sampai tahun

2020, dapat di lihat pada tabel \bérikut :

8 Yasminar (Sekretaris Nagariyawancaratanggal 24 Desember 2020.
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Tabel IV. 4Produk Hukum Nagari Pamuatan Tahun 20182020

No Jenis Peraturan Nomor | Tahun Judul Peraturan
Nagari/Desa Nagari/Desa
TAHUN 2018
Peraturan Nagari
Pernag tentang Laporan
Pernag Laporan Pertanggung Jawaban
1 | Pertanggung Jawaban APE 1 2018 | Realisasi Anggaran
NagariDesa Perdapatan dan Belanja
NagariTA 2017
Pernag tentang Anggaran
, Pendapatan dan Belanja
2 | Pernag APBNagariDesa 2 2018 NagariTA 2018
Pernag tentang Rencana
3 | Pernag RKMagariDesa 3 2018 | Kerja Pemerintahan
NagariTahun 2019
Pernag tentang Perubaha
4 Elgrnaar?DPeigjbahan APB 4 2018 | Anggaran Pendapatan da
9 BelanjaNagariTA 2018
Pernag tentang
Pernagkewenangan Kewenangamagar
5 . 5 2018 | Berdasarkan Hak Asal
NagariDesa
Usul Dan Kewenangan
Lokal BerskalaNagari
Perrag tentang Anggaran
6 | PernagAPB NagariDesa 6 2018 | Pendapatan dan Belanja
NagariTA 2019
Peraturan Wali Nagari/Kepala Desa
Perwana tentang
1 Perwana tentang Penjabar: 1 2018 Penjabaran Anggaran
APB NagariDesa Pendapatan dan Belanja
NagariTA 2018
Perwana tentang Penjabary Egm\l;bn;;ﬁnliirr]gbahan
2 | Perub&an APB 2 2018
NagariDesa Angggran Per_ldapatan da
BelanjaNagariTA 2018
Perwana tentang
Perwana Tentang Penjabaran Anggaran
3 | Penjabaran APB 3 2018 .
NagariDesa Penda_patan dan Belanja
NagariTA 2019
Peraturan BersamaWali Nagari/Kepala Desa NIHIL
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TAHUN 2019

Peraturan Nagari

Pernag Tentang Susunan

1 | Pernag SOTKNagariDesa 2019 | Organisasi Dan Tata Kerj
PemerintahaiNagari
Pernag tentang Laporan
Pernag Laporan Pertaggung Jawaban
2 | Pertanggung Jawaban APE 2019 | Realisasi Pelaksanaan
NagariDesa APB NagariDesa Tahun
2018
Pernag tentang Penyertag
3 PernagPenyertaan Modal 2019 ModaIgBadan LngahayMiIik
BUMNag .
Nagari
Pernag tentang Rencana
4 | PernagRKP NagariDesa 2019 | Kerja Pemerintahan
NagariTahun 2020
Pernag tentang Perubahg
5 Elgrgnaaiig;(zrsibahan APB 2019 | Pendapatan dan Belanja
Nagari TA 2019
Pernag tentang Anggaran
6 | PernagAPB NagariDesa 2019 | Pendapatan dan Belanja
NagariTA 2020
Peraturan Wali Nagari
Perwana tentang Penyertag Perwana tentang
1 Modal BUMNag 2019 Penyertafa_n Moda[ Badan
Usaha MilikNagari
Perwana tentang Penjabar Perwana tentangnggaran
2 | Perubahan APB 2019 | Pendapatan dan Belanja
NagariDesa NagariTA 2019
Perwana tentang
3 Perwana tentang Penjabari 2019 Penjabaran Rencana
Rencana APBNagariDesa Anggaran Pendapatan da
BelanjaNagariTA 2020
Peraturan Bersama WaliNagari/Kepala Desa NIHIL

TAHUN 2020

Peraturan Nagari

Pernag Laporan

Pernag tentang Lapan
Pertanggung Jawaban

1 | Pertanggung Jawaban APE 2020 | Realisasi Pelaksanaan
NagariDesa Anggaran Pendapatan da
BelanjaNagariTA 2019
Pernag tentang Perubahg
2 Pernag Perubahan APB 2020 | Anggaran Pendapatan da

NagariDesa

BelanjaNagariTA 2020
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Pernag Perubahan APB

Pernag tentang Perubahar
Kedua atas Peraturan
NagariNomor 6 TA 2020

Penerima BLT Dana Desa

NagariDesa 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja
NagariTA 2020
Pernag tentang Rencana
Pernag RKMagariDesa 2020 | Kerja PemerinahaNagari
tahun 2021
Penag tentang Perubaha
Atas Peraturailagari
Pernag Perubahan APB Nomor 1 Tahun 2019
. 2020
NagariDesa tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerjz
pemerintatNagari
Pernag tentang Perubaha
ketiga Anggaran
Pendipatan dan Belanja
Elgrgnaa;?DZEQJbahan APB 2020 | NagariNomor 1 Tahun
2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja
NagariTA 2020
Pernag tentang Perubahg
Pernag Perubahan Kedua atas Pernag Noma
2 Tahun 2012 tentang
Ketentuan KMN 2020
NagariDesa ketentuaertentuan _
Pelaksanaan Kredit Mikrg
Nagari(KMN) Pamuatan
Peraturan Wali Nagari
Perwana tentang Penjabary Perv_vana tentang h
Perubahan APB 2020 Penjabaran Perubahan
NagariDesa Angga_lran Per_ldapatan da
BelanjaNagariTA 2020
Perwana tentang
Perwana tentang Penjabary Penjabaran Peraban
Perubahan APB 2020 | kedua Anggaran
NagariDesa Pendapatan dan Belanja
NagariTA 2020
Perwana tentanDaftar
Penerima Bantuan
Perwana tentang Daftar 2020 Langung Tunai (BLT)

Dana Desa akibat Dampa
Corona Virus Desease
2019 (Covid19)
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Perwana tetang Perubahan
Daftar Nama Peneriman
BLT Dana Desa

2020

Perwana tentang
Perubahaferwana
Nomor 3 Tahun 2020
tentangDaftar Penerima
Bantuan Langung Tunai
(BLT) Dana Desa akibat
DampakCorona Virus
Deseas019 (Covid19)

Perwana tentang Perubahg
Daftar Nama Peneriman
BLT Dana Desa

2020

Perwana tentang
Perubahan keduRerwana
Nomor 3 Tahun 2020
tentangDaftar Penerima
Bantuan Langung Tunai
(BLT) Dana Desa akibat
DampakCorona Virus
Deseas@019 (Covid19)

Perwana tentang Daftar
Nama PenerimaBLT Dana
Desa

2020

Perwana tentang
Perubahan ketihBerwana
Nomor 3 Tahun 2020
tentangDaftar Penerima
Bantuan Langung Tunai
(BLT) Dana Desa akibat
DampakCorona Virus
Deseas@019 (Covid19)

Perwana tentang Daftar
Penerima BLT Dana Desa
Triwulan Ke.ll

2020

Perwana tentanDaftar
Calon Keluarga Penerimag
Manfaat Bantuan Langun
Tunai (BLT) Dana Desa
Triwulan ke.ll akibat
DampakCorona Virus
Desease019 (Covid19)

Perwana tentang Penjabar:
Perubahan APB
NagariDesa

2020

Perwana tentang
Perubahan ketigas atas
Perwana Nomor 3 tahun
2019 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
NagariTA 2020

9

Perwana tentang Pelaksan|

Seleksi Calon Perangkat

9

2020

Perwana tentan@ata Cara|
Pelaksanaan Seleksi Calg
PerangkalNagar

Peraturan Bersama WaliNagari/Kepala Desa

NIHIL

Sumber : DatdNagari Pamuatan 2020
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Dataproduk hukumNagariPamuatan yang tercatat dahtin 2018
2020, yang dapat lthat padatabel 1V.4 menunjukkankeseluruhamroduk
hukumNagariPamuatan tahun 281 2020dengan beberapa jenis peraturan
Nagariyaitu terdapat Peraturaagarj Peraturan WalNagaridan Peraturan
Bersama WalNagari Jumlah peratuan Nagari pada tahun 2018 berjumlah 6
(enam) peraturan dan peraturan Wali Nagari berjumlah 3 (tiga), tphda
2019 peraturan Nagari berjumlah 6 (enam) peraturan dan peraturan Wali
Nagari berjumlah 3 (tiga) peraturan, dan pada tahun 2020 peraturan Nagari
berjumlah 7 (tujuh) peraturan dan peraturan Wali Nagari berjumlah 9
(sembilan) peraturan.

Peraturan Nagai yang sudah ditetapkan yaitu terkait laporan
pertanggungjawaban reaslisasi Anggaran Pendapatan Belanja (APB)
Nagari tentang APBNagari tentang perubahan APBlagari Susunan
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahm@gari penyertaarmodal
Badan Usaha Milik Nagari kewenanganNagari dan rencana Kkerja
PemerintaiNagaritahun 2021.

PeraturanNagari yang telah ditetapkampada umumnya berkaitan
dengan Anggaran Pendapatan 8atanja(APB) Nagari tidak ada Peraturan
yang berhubmgan langsung deag masyarakat, sehingga menurut penulis
dalam pembuatan Peraturdagaritidak melibatkan masyarakat, hanya Wali
Nagari dengan Badan Permusyawaratdagari yang terlibat.Dalam tabel
IV.4 tersebutjuga terdapat Peratuan Wadlagari yang sudah ditetapkan

tentang pelaksanaatari PeraturamNagaridan Peraturan Wallagaritentang
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daftar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa akibat dampak
pandemiCorona VirusDeseas019

Berdasarkan data diatas, menurut analisis pedalst disimpulkan
bahwa fungsi Wali Nagari dalam menetapkan peraturan Nadpium
berjalan secara optimakarena dapat kita lihat bahwa peraturan yang
mengatur secara langsung masyarakat tidak ada, hanya ada peyahgan

berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

B. Faktor Penghambat Wali Nagari dalam Menjalankan Fungsi
Menetapkan Peraturan Nagari di Nagari Pamuatan

Fungsi WaliNagari yang telah diterangkadalam Peraturan Bupati
Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
PemerintahNagari pada Pasall3 ayat 3 (huruf a)untuk melaksanakan
tugasnya maka WalNagari memiliki fungsi yaitu penetapan peraturan di
Nagari Dengan adanya peraturan Niagari sama halnya dengan kehadiran
perturan perundangindangan ditujukan untuk mengatur kehidupan
bebangsadan bernegara, begitu juga peraturan Nagijukan untuk
mengatur kehidupan masyarakat di Nagari.

Peraturandi Nagari terbagi menjadi tiga macam yaiperaturan
Nagari, peraturan Wali Nagari dan peraturamshma Wali Nagari. Ketiga
jenis peraturan di &pari tersebut melibatkan Wali Nagari sebagai pemimpin
yang berhak menetapkan peraturan di Nagari. Dalam menetapkan tentu saja

terdapat hal / keadaan yang npemgaruhi terjadinya sesuatu yang disebut
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dengan faktarFaktor penghmbat Wali Nagardalam menetpkan peraturan

Nagari merupakan sesuatu yang rpenmgaruh Wali Nagari untuk

menetapkan peraturan sehingga tidak bisa menetapkan peraturan tersebut.
Adapun faktotfaktor penghambat Wali Nagari dalam menjalankan

fungsi menetapkan peraturan Nagari di NaBamuatan yaitu :

1. Kurangnya Koordinasi antara Pihak Terkait

Koordinasi merupakan salah satu variabel yang penting dalam
manajemen pemerintahan Dalam KBBI koordinasi adalalperihal
mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan
yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur
Kata berkoordinasi berartnelakukan koordinasl® Koordinasi antara
pihak-pihak yang terkait, seperti déNagari Pamuatan kodréhsi antaa
Wali Nagari dengan Badan Pausyawaratan Nagari.

Dalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 4%htia 2018entang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah N&gaal 18 ayat 2
yaitu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas, wewenang dan
kewajibannya, menerapkarnprinsip koordinasi, sinkronisasi dan
konsultasidalam lingkup Pemerintah Nagari, antar Pemerintah Nagari
dan Pemerintah Daerah seskandisi sosial budaya masyarakéagari

setempat® Prinsip koordinasi sinkronisasi dan konsultasi yang harus

% https://kbbi.web.id/koordinasiliakses pada 5 Maret 2021.
8 peraturan Bupati Sijunjung Nomor 40 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Nagari Pasal 18 Ayat 3.
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dilakukan oleh Wali Nagari dalam lingkungan Pemerintah Nagauk
kelancaran Pemerintahan Nagari.

Peraturan Nagari dibuat sesuai kondisi masyarakat di Nagari,
koordinasi dengan kelengkapan Nagari dan konsultasi dengan Badan
Permusyawaran Nagari. Namun di Nagari Pamuatiknordinasi belum
berjalan dengan baikaik dengan masyarakat maupun dengparatur
Nagari. Wali Nagari Pamuatan menjelaskan bahwa memang seharusnya
adakoordinasiyangdilakukan dalam proses pembuatan peraturan Nagari
sehingga peraturan tersebut bisa ditetapkan. Namun dalam kenyataannya
koordnasi tersebut tidak dapat dilakukan secara keselurtepada
aparat terkajthal itu menyebabkan peraturan Nagari yang sedang dibuat
untuk masyarakat tidak sampai pada tahap penefapan.

Menurut Zubir M selakuwali Nagari Pamuatanliatas sudah
terlihat f&ktor penghambat dalam menetapkan peraturan Nagdtu
kurangiya melakukaan koordinasantara aparat terkaitBegitu juga
pernyataan dari Sekretaris Nagari bahwa dalam Pemerintah Nagari saat
ini kurang baik, karen&urangnya koordinasi dari atasan yaitualiVv
Nagaridan juga pemerintah di atas Nag&megitu penjelasan singkat
oleh Sekretaris Nagari yang kembali menyatakan koordinasi yang kurang
dengan pihak.

Dikarenakan Nagari Pamuatan merupakan Nagari dengan adat

Minangkabau yang kuat hingga saat inintte saja akan melibatkan

87 Zubir M (Wali Nagari Pamuatanyyawancaratanggal 23 Desember 2020.
8 Yasminar (Sekretaris Nagariyawancaratanggal 24 Desember 2020.
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kepala adat yang disebut niniak mam&njelasan niniak mamadalam
pembuatan peraturan Nagari yang akan melibatkan niniak mamak
sebagai kepala dengan melakukaan koordinasi yang baik, namun hal
tersebut tidak terlaksana dengarkb&ejalan dengan penjelasan dari
seorang niniak mamak di Nagari Pamuatan yang menyampaikan beliau
kurang berkenan dengan kebijakabijakan pemerintah saat ini,
dikarenakanjarang diadakan musyawarah koordinasi Nagari dengan
niniak mamak dan perangkatat lainnya®

Menurut seorang datuk yangenyampaikan koordinasi antar
semua pemuka adat dengan pemerintah Nagari sangat di perlukan.
Seperti dalam pembuatan peraturdiagari untuk kesejahteraan
kehidupan masyarakat dan Nagari Pamuatan yang sangat memerluk
koordinasi. Tetapi dalam prakteknya hanya sedikit koordinasi kepada
lembaga Nagari dan bahkan masyarakaDatuk di Minangkabau
merupakan gelar adat yang diberikan kepada seseorang melalui
kesepakatan suatu kaum atau suku yang ada di wilayah Minangkabau
(Provinsi Sumatera Barat sekarang) dan selanjutnya disetujui sampai ke
tingkat rapat adat oleh para tokoh pemuka adat setempat (Kerapatan Adat

Nagari)™*

2020.

8 Daurin Datuak rajo Panghulu (Niniak mamakyawancara tanggal 28 Desember

% Zulmahdini (Tokoh Masyarakat)Yawancaratanggal 28 Desember 2020.
% https://id.m.wikipedia.org/wiki/Datuk_di_Minangkabau#:~:text=#20di%20Mina

ngkabau% 20adalah%?20gelar,Nagari%20biasa%?20disingkat%20dengan%20Kéidkses 5
Maret 2021.
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Selanjutnya penghambat dalam penetapan peraturan Nagari di
Nagari Pamuatan kurangnya koordinasi dengdimak terkait yang
dikemukakan oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Nagari yaitu
sebagai lembaga yang ikut terlibat dalam penetapan peraturan Nagari
sebaiknya melakukaan koordinasi yang dapat berjalan lancar dan juga
proses pembuatan peraturan tersebgéa jberhasil di sepakati hingga di
tetepkan. Jika koordinasi dilakukan dengan masyarakat dan pihak lainnya
secara berkala akan membawa dampak baik pada Nagari Pamugtan ini.

Berdasarkan penjelasan dan pernyataan dari berbagai pihak yang
terkait dalam pemlatan peraturan Nagari sehingga menjadi faktor
penghambat Wali Nagari dalam penetapan peraturan Nagari yaitu
kurangnya koordinasi dengan pikpikak yang terlibat sepertiinik

mamak, tokoh masyarakat dan juga Badan Permusyawaratan Nagari.

PerbedaanPandangan dan Perubahan Kultur Masyarakat

Pada faktor ini perbedaan pandangan dan perubahan kultur
masyarakat di Nagari Pamuatan. Beda pandangan disini maksudnya
perbedan keinginan dan pandangan antara masyarakat atau bahkan unsur
Nagari seperti ninik mamak dapemerintahan Nagari dalam proses
pembuatan peraturan Nagari. Dapat dilihat &aterangan Wali Nagatri
dalam pembuatan peraturan Nagari yang akan terlibat adalah BAMUS,

KAN, PKK, Karang Taruna, pemudansur adatlan masyarakaDan

92 putri Ayu (Sekretaris BPN)Vawancaratanggal 28 Desember 2020.
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yang mengambat adalaperbedaan pandangan antara ninik mamak dan
masyarakat dengan Pemerintahan Nagari. Masiaging pihak yang
mempertahankan ego masin@sing yang tetap pada keputusan mereka
tidak menerima atau menolak peraturan Nagari yang dibuat. Hal tersebut
menyebabkasulit untuk Wali Nagari mengambil tindakan menentapkan
peraturan tersebut. Jika Wali Nagari tetap menetapkan peraturan itu
masyarakat akan memberontak, menuntut membatalkan peraturan itu dan
masyarakat tidak mematuhinya.

Selain itu perubahan kultur masghat juga dapat menjadi faktor
penghambat Wali Nagamenetapkan peraturan Nagari. Perubahan kultur
atau budaya sebenarnya lebih mengacu pada sqiemabahan dalam
proses tata sosial dalam masyarakat. Beberapa perubahan budaya ini
termasuk juga perubahatalam lingkungan, lembaga, perilaku dan juga
hubungan sosiaf

Menurut Zubir M bahwa kulturmasyarakat juga sudah mulai
berubah dari kebiasaan masyarakat dahulu. Kalay masyarakat hidup
dengan sikap saling tolong menolong dan mengerjakan sesuatu itu
dengan cara bersamsama.Namun, sekarang masyarakat sudah mulai
berwbah ke arah materialis, yang mana segala sesuatu itu diukur dengan
sejumlah uang sehingga sebagmasyarakasusah bekerjasama secara
sukarela. Dan juga di zaman sekarang bukan lagazanersosialisasi

tapi zaman media sosial. Dikarenakan perubahan kultur masyarakat pada

93 Zubir M (Wali Nagari Pamuatanyyawancaratanggal 23 Desember 2020.
% https://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_budayiakses 5 Maret 2021.
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proses pembuatan peraturan Nagari menjadi terhambat karena
masyarakat mengukur segalanya sesuatu perbuatan dengan imbalan atau
materialis®

Berdasarkarketerangan danVali Nagari Pamuatadiatas yang
menghambat Wali Nagari dalam menjalankan fungsi menetapkan
peraturan Nagari di Nagari Pamuatgaitu perbedaarpandangan dan
perubahan kultur masyarakasehingga masyarakat keberatan dan
mempertahankan ego masim@sing @n juga masyarakat yang menjadi
materialis Hal tersebutyang menyebabkan peraturan tidak dapat
ditetapkan jika ditetapkan akan menimbulkapenolakan dan tidak

patuhnya masyarakat pada peraturan yang ditetapkan.

Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Nagari

Pemerintahan Nagari adalah pemerintahan terendah yang
harusnya memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Sangat diperlukan kualitas sumber daya aparatur Pemerintahan Nagari
yang memiliki kemampuan sebagai inovator dan motivator bagi
masyarakat Nagari sekaligus pelopor dalam membangun Nagari kearah
yang lebih baikMeningkatkan kualitas pejabat Nagari adalah salah satu
persiapan yang harus siap melakukan pelayanan kepada masyarakat
tanpa diskriminasi, mementingkan kepentingan umum tidak korupsi

kolusi dan nepotisméNagari Pamuatan sebagai salah satu pemerintahan

9 Zubir M (Wali Nagari Pamuatanyyawancaratanggal 23 Desember 2020.
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Nagari yang mimiliki aparatur tentu harus memiliki kualitas yang bagus,
agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Kemudian disampaikan juga olehdiak pandai Nagari Pamuatan
sebagai kaum intelektual yang dipercaya bahwa untuk menjadi aparatur
pemerintah Nagari harus memiliki kualitas yang baik dan memiliki sifat
transparan, jujur dan akuntabel, berintegritas dan menghingdari konflik.
Nagari Pamuatan asih memilikiketerbatasatermasuk kualitas sumber
daya aparatur pemerintah Nag&arena dilihat dari jenjang pendidikan
formal aparatur Nagagang berpendidikan sarjanaplkbmadan SLTA
hanya sebagian kecil. Sebagian besar berpendidikan SLTP dan SD.
Karena pelatihan yang diberikan oleh BadPemberdayaan Masghat
Pemerintah Nagari hanya untuk Wali Nagari, ketua BAMUS, Sekretaris
dan bendahara Nagari. Sementara untuk kepala urusan di Nagari, anggota
BAMUS, dan Wali Jorong belum ada sama seR&li.

Berdasarkan penjelasan diatas faktor penghambat Wali Nagari
selanjutnya yaitikkualitas sumber daya aparatur pemerintah Nagari yang
memiliki jenjang pendidikan SLTA, diploma dan sagamasih rendah,
dan juga kurangnypelatihan kepada perangkat Nagari. Héam yang

berdampak pada proses pembuatan peraturan Nagari.

2020.

% perdie Yusuf (Cadiak Pandai Nagari Pamuatsv@wancara,tanggal 24 Desember
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4. Dana Pembangunan

Dana pembangunan digunakan untukienjalankan roda
pemerintahan dan tekhusus roda pemerintahan Nagari yang dibawah
pemerintahan daerah perlu adgns@susai dengan kebutuhamdang
seperti diamanatkan dalam undanglang dan peraturan yang lain.
Salah satu yang harus dijalankan adalah penetapan peraturan Nagari oleh
Wali Nagari yang sudah jelas terdapat dalam peraturan daerah sebagai
fungsi Wali Nagari.

Untuk menjalankan amahatu sangatlah perlu adanya anggaran
sebagaimana yang dijelaskan oleh Wali Nagari Pamuatan gaita
anggaran yang menjadi faktgrenghambatkarenaproses pembuatan
peraturan Nagari akan membutuhkan anggaran yang cukup banyak.
Keuangan Nagari tidak bigdifokuskan untuk satu kegiatan saja, untuk
sistem keuangan Nagari ada lima bidang yang harus di akomodirkan
yaitu bidang pemerintahan, bidang pemgunan, bidang pemberdayaan,
bidang @mbinaan dan bidang kedararuratan. Untuk itulah
konsekuensinya keuangaarusdibagikan sesualengan bidangnya dan
dibagikan lagi ke suBub bagian yang lain dibawahnya. Oleh sebab itu
keterbatasan dandlagari karena sangat terbatas. Pros@embuatan
peraturan Nagari yang membutuhkan ddakm proses pembuatannya.
oleh sehb itu dana yang terbatas menjadi faktor penghambat dalam

penetapan peraturan Nagdri.

97 Zubir M (Wali Nagari Pamuatanyyawancaratanggal 23 Desember 2020.
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Berdasarkan informasi tersebut yang dijelaskan oleh Wali Nagari
Pamuatan bahwa dana pembangunan yang terbatas menjadi faktor
penghambat pemerintah Nagari bahkan Wali afiagNagari Penuatan
belum mampu mencukupi kekurangan dana pembangunan semdima
pendapatan dshagari sangat terbataBana pembangunan yang terbatas
menyebabkan perencanaan Nagari menjadi terhambat dan lamban,

bahkan bisa gagal.

5. Partisipasi Mayarakat

Partisipasi masyarakat adalah peran serta segpoaaau
kelompok masyarakat dalatmmengidentifikasi masalah, pengambilan
keputusan dan memberikan alternatif solusi melalui pikiran, keahlian,
waktu, modal atau materi terhadapogmam pembangunan yang
dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagai sebuah tujuan, partisipasi
menghasilkan pemberdayaan, yaitu setiap orang berhak menyatakan
pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya.
Dalam bentuk alternatif, partisipasi ditafsirkan sebagai alatuk
mencapai efisiensi dalam manajemen kegiatan sebagai alat dalam
melaksanakan kebijakah.

Secara umum masyarakat menyadari betapa penting
partisipasinya sebagai agen perubahan di Nagari Pamuatan dalam

pembangunan Nagari termasuk dalam pembuatan pmmatNagari.

% https://www.kajianpustaka.com/2020/01/partisipasisyarakat.html diakses 5Maret
2021.
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Masyarakat sangat antusias dalam merespon dengan rela memberikan
sumbangsi baik dalam bentuk pikiran, fisik, finansial maupun fasilitas
pribadi demi kesejahteraan Nagari. Namun di sisi lain ada beberapa
masyarakat yang masih belum menyadarap&tpentingnya partisipasi
mereka sebagai garda terdepan untuk menunjang terlaksananya setiap
pembangunan NagarPada proses pembuatan peraturan Nagari juga
sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat, namun partisipesfarakat
Nagari Pamuatan masih remdakarena masyarakat masih sering
mengabaikarhimbauan dari Wali Nagarian bersifat apatiBaik itu
partisipasi berupa keterlibatan mentosi dan fisik. Saat pembuatan
peraturan Nagari ini juga penghbat bagi Wali Nagari untuk
menetapkan peraturan @k nantinya, karena tidak ikut serta
berpartisipasi namun mereka keberatamBegitulah penjelasan Wali
Nagari terhadap partisipasi masyarakat dalam berbagai hal bidang yang
menjadi penghambat.

Menurut Miranda Pratiwi masyarakat Nagari Pamuatan
menjelaska bahwa peran dan partisipasi masyarakat di Nagari Pamuatan
sejauh ini sangat loyal terhadap setiap kegiatan Nagari, karena selain
pemerintah Nagari setiap aktifitas yang dilaksanakan turut melibatkan
setiap lapisan masyarakat apalagi pembuatan peratuagariNyang
sangat membutuhkan masyarakat dengan lapisannymurNaidak

dipungkiri ada sebagiamasyarakat yang tidak peka dan berkeinginan

9 Zubir M (Wali Nagari Pamuatanyyawancaratanggal 23 Desember 2020.
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untuk tidak mau melibatkan dirinya secara proaktif dalam pembuatan
peraturan Nagari untuk pembangunan Naf&ri.

Setap kegiatanNagari terutamapembuatanperaturan Nagari
yang sangat mengharapkan masyarakat agar dapat tercipta peraturan
yang memberikan manfaaat yang optimal bagi kehidupan masyarakat
Nagari PamuatanKemudian menurut Jusmita masyarakat Nagari
Pamuatan jga menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat Nagari
Pamuatan terhadap pembuatan peraturan Nagari ada dua kelompok.
Kelompok yang berpartisipapsi atas keinginan sendiri dan kelompok
yang berpartisipasi tapi mengharapkan upah kerja. Jadi dapat
digambarkan aal kelompok masyarakat yang memiliki nitalai gotong
royong, bahemembahu,dan rela berkonban untuk Nagari. Sedangkan
ada juga kelompok yang hanya mementingkan rasa ego yang tinggi
akibat kurang didasari nikaiilai moral dan adat istiadat yang telah &am
ada dan tertanam dalam diri masim@sing. Masyarakat Nagari
Pamuatan sebaiknya menyadari pentingnya partisipasi masyarakat karena
akan berkaitan dengan kepentingan bersama, peraturan Nagari dibuat
untuk kepentingan masyarakat Nagari agar memiliki gatdndup yang
baik.**

Partisipasi merupakan kerjasama antara masyarakat, pemerintah

dan pemimpin dalam merencakan, melaksanakan, melestarikan dan

1% Mmiranda Pratiwi (Masyarakat nagari Pamuatafjpwancara tanggal 23 Desember
2020
101 Jusmita (Masyarakat Nagari PamuatadMwancaratanggal 24 Desember 2020.
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mengembangkan hasil. Partisipasi yang menjadi proses komunikasi dua
arah yang berlangsung terus menerus untekingkatkan pengertian
masyarakat secara penuh atas suatu proses suatu kegiatan. Keegoisan
masyarakat yang tidak peduli dgm pembuatan peraturan Nagari
sebaiknya diubah menjadi lebih baik. Agar Nagari Pamualtzpat
menjalankarkehidupan yang aman, nyamdenteram dan damai.
Berdasarkampenjelasan dari belspa narasumber diataapat
disimpulkan bahwa partisipasi masyarakalNagari Pamuatanmasih
rendahdalam semua bidang tersuk partisipasi masyarakdui serta
terlibat membuat peraturan NagaNamun masih ada masyarakat yang
sukarela terlibat dan peduli akan kemajuan Nagari Pamuatan dengan
pembuatan peraturan Nagari. Rendahnya partisipasi masyarakat Nagari
Pamuatarmenyebabkan proses pembuatan peraturan Nteghambat
dan penetapan peraturan Nagateh Wali Nagari juga terhambat.
Namun hal ini memberikarkesadarankepada WaliNagari beserta
perangkatNagaridan juga kepada masyarakahbyva masyarakat bukan
sekedar olgk atau penikmat semata, namun subjek atau pelaku yang
memiliki kemampuan dan keanan yang dapat ahdalkan mulai dari
perencanagn pembuatan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan dan
pengawasan rpduk hukum Nagari yaitiperaturanNagari Pamuatan

ditetapkan oleh Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagatri



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan
maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peraturan Nagari merupakan produk hukum Nagari yang disepakati oleh
pejabat pemerintahan yaitu Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan
Nagari. Peratura Nagari terdiri dari tiga macam yaitu peraturan Nagari,
peraturan Wali nagari dan peraturan bersama Wali Nagari.

2. Rancangan Peraturan Nagari boleh disusun oleh Badan Permusyawaratan
Nagari (BPN). Rancangan Peraturan Nagari yang diusun oleh Pemerintah
Nagai terlebih dahulu dikonsultasikan ke Camat, jikda peraturan
Nagari yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka peraturan
tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu dengan masyarakat, lembaga
lembaga dan tokoh masyarakaetelah dikonsultasikan, nmeangan
tersebut disampaikan kepada BPN Intern, setelah itu barulah pemerintah
Nagari dan BPN membahas dan menyepakati rancangan Perna tersebut.
Setelah ditetapkan Perna tersebut di KklarifikasDdhas Perberdayaan
Masyarakat NagariDPMN). Jika rancangaPerna tentang APB Nagatri,
Pungutan, tata ruang dan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) di
evaluasi terlebih dahulu, lalu ditetapkaRungsi Wali Nagari dalam
penetapan peraturasi Nagari berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung

Nomor 49 Tahun 2018 Telang Susunan Organisadan Tata Kerja
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Pemerintah Nagari di Kenagaran Pamuatan Kecamatan Kupitan
Kabupaten SijunjundProvinsi Sumatera Bardielum terlaksana secara
baik dan optimal dikarenakatidak ada peraturamNagari yang terkait
dengan masyarakat sga langsungperaturanNagari yang ada hanya
peraturan yang berkaitan dengan Anggaran PendapatanBelanja
(APB) Nagari

3. Faktor penghambat WaNagaridalam menjalankan fungsi menetapkan
peraturarNagaridi NagariPamuataradalahkurangnya koordinasi &ara
pihak terkait, adanya perbedaan pandangan dan perubahan kultur
masyarakatrendahny&ualitas sumber daya aparatur pemerintah Nagatri,
dana pembangundarbataslanrendahnyagartisipasi masyarakatagari

Pamuatan

B. Saran
Untuk terlaksananya fungsi WaNagari dalam penetapan peraturan di
Nagari berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari di Kenagarian
Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
sebaganana mestinya. Maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba

memberikan saran yaitu :
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1. Diharapkan dapat memberi edukasi tentang pembuatan peraturan Nagari
kepada pihalpihak terkait yang terlibat dalam pembuatan peraturan
Nagari.

2. Wali Nagari besertaeimbagdembagayang terkait dalam pembuatan
peraturanNagari diharapkandapat lebih menerima aspirasi masyarakat
dalam pembentukan peraturan Nagari.

3. Diharapkan menyediakan pusat layanan informasi untuk masyarakat.
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